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ABSTRAK 
Andi Azhar Mustafa (E21110258), Efektivitas Program Kelompok Usaha 
Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar xvi+100 Halaman+ 3  
tabel+2 gambar + 54 daftar pustaka (1984-2012) 
Masalah kemiskinan di negeri ini seakan menjadi hal yang utopis untuk 
diselesaikan. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah melalui program-
program pengentasan kemiskinan yang diharapkan mampu memberdayakan 
masyarakat kategori fakir miskin. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas 
Sosial kemudian mempunyai program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian 
Sosial Republik Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan. Jika KUBE-FM 
menjadi salah satu program unggulan tentunya hal ini dapat membuat angka 
kemiskinan semakin berkurang setiap tahunnya karena sasaran dari program ini 
adalah keluarga yang masuk kategori fakir miskin. Olehnya itu tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kelompok 
Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. 
Fokus penelitian menggunakan teori pendekatan kualitatif yaitu melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 
mekanisme organisasi dengan tujuh indikator penilaian berdasarkan pedoman 
pelaksanaan KUBE antara lain proses sosialisasi, kelompok sasaran, bantuan 
anggaran, kesesuaian bantuan dan jenis usaha, penyaluran bantuan modal 
usaha, penyuluhan keterampilan berusaha, dan proses pendampingan. Untuk 
mendapatkan jawaban dari indikator tersebut digunakan pendekatan kualitatif 
dengan tingkat analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui 
wawancara, observasi pada lokasi, serta dokumen yang ada  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kelompok 
Usaha Bersama Fakir Miskin di Kota Makassar kurang efektif. Hal ini dapat dilihat 
dari tujuh indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan program KUBE ada lima 
yang tidak efektif pelaksanaanya, yaitu proses sosialisasi, penyaluran bantuan 
usaha, kesesuaian bantuan, penyuluhan keterampilan, serta proses 
pendampingan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Bantuan 
anggaran dan kelompok sasaran sudah berjalan efektif. 
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ABSTRACT 
Andi Azhar Mustafa (E21110258), Effectiveness of collective effort gruop 
program of poor in Makassar xvi+100 pages + 3  table + 2 pictures + 54 
Figure bibliography (1984-2012), Supervised by Dr. Alwi, M.Si and Dr. Hj. 
Syahribulan, M.Si. 
 
Problem of poverty in this country seemed to be the utopian to be solved . 
Various efforts have continued by the government through programs of poverty 
reduction being expected to empower poor category community . Makassar City 
Government through the Department of Social hascollective effort group of poor 
program ( KUBE - FM ) which is one of the best programs of the Ministry of 
Social Affairs of Republic of Indonesia in concern of poverty reduction . If KUBE - 
FM became one of the best programs defenitely it is able to make that poverty 
rate are diminishing every year because the aims of this program are families 
who were categorized the poor. Therefore the purpose of this research is to find 
out the effectiveness of collective effort group program implementation ( KUBE - 
FM ) in Makassar. 
 
This research focus used kualitatif approach which seeing as far as effective the 
implementation of all activities of internal processes or mechanisms of the 
organization with seven indicators of an assessment based on the 
implementation guidelines KUBE include socialization process, target groups, 
budget support, compliance assistance and type of business, distribution 
business capital aid, counseling business skills and mentoring process. In order 
to get the answers from these indicators used a qualitative approach with 
descriptive analysis level . Gathering research datum through interview, 
observation on location, as well as own’s document  
 
Thisresearch result showed that the implementation of the collective effort group 
of poor program in Makassar less effective . It can be seen from seven indicators 
to assess the effectiveness of the implementation of the KUBE program there are 
five ineffective implementation, which is a process of socialization, the distribution 
business assistance, compliance assistance, counseling skills and mentoring 
bussines process is not running as it should . Meanwhile budget aid and the 
target group have been running effectively . 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk 
yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang 
kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan 
kualitas  manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan 
memanfaatkan kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan 
tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, 
serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. 
Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan 
keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan 
keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. 
 Tujuan pembangunan nasional serta pasal 33 UUD 1945 tersebut akan 
berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam 
proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan social. Akan tetapi 
melihat pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat dalam lingkaran 
kemiskinan,. maka perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat 
agar sejahtera dari segi sosialnya. Meninjau dari kebijakan dan program masa 
lalu cenderung di laksanakan secara kurang efektif yang di mana jangkauan 
pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial dan 
dilaksanankan tanpa rencana strategi nasional.. 
Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin 
dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab 
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terhadap permasalahan fakir miskin atau kemiskinanan di negeri ini. Bicara 
masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang 
seolah abadi sepanjang jaman. Walaupun saat ini kita sudah memasuki era IT 
(infomasi teknologi), namun persoalan kemiskinan tetap menjadi hal yang 
dominan (Sulistiyani,2004). Amerika Serikat yang tergolong negara maju dan 
salah satu negara kaya di dunia, masih mempunyai jutaan orang yang tergolong 
miskin. Beban kemiskinan serupa juga dijumpai di Indonesia. Berdasarkan 
pengalaman yang terjadi bahwa selama ini Indonesia belum pernah terbebas dari 
kemiskinan  
Isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui Bangsa 
Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Dalam banyak kasus kemiskinan 
diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan 
pekerjaan. Di lain sisi, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan 
pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu 
sumber daya manusia.  
Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar 
segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga 
isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development 
Goals atau MDGs (UNDP, 2003 dalam Faturochman, dkk., 2007). Kemiskinan 
diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnnya 
keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, 
dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturochman, dkk., 2007). 
Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian 
adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang 
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relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan 
dalam pengentasannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintahan daerah. Namum demikian, upaya yang sedemikian tinggi 
kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat  mengentaskan kemiskinan.  
Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas diketahui bahwa sampai 
dengan Maret 2014, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,25% dari total 
29.13 juta jiwa yang ada di Indonesia di banding 3 tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2011 persentase jumlah penduduk miskin yaitu 12,49% dan tahun 2012 
turun menjadi 11,66% serta turun lagi di tahun 2013 sebesar 11,47%.   
Berkaitan dengan hal di atas, jumlah penduduk miskin di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2011 mencapai 832,9 ribu (10,29%). 
Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang berjumlah 
825,79 ribu (10,11%), berarti jumlah penduduk miskin turun sekitar 7,1 ribu 
orang. Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah 
perdesaan bertambah 0,7 ribu orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 
7,8 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan 
perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2012, sebagian besar (84,35 
persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan (http://sulsel.bps.go.id). 
Jumlah tersebut, sebenarnya masih relatif tinggi namun Provinsi Sulawesi 
Selatan tidak masuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. 
Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yang 
cenderung mengalami penurunan berdasarkan hasil survey BPS sejak tahun 
2011 sampai maret 2014, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sedikit mengalami 
kenaikan angka kemiskinan dalam rentan tahun 2011 sampai periode maret 
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2014. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin, yaitu 10,29 % periode 
maret 2011 kemudian turun menjadi 10,11 % pada periode maret 2012, turun lagi 
menjadi 9,54 % di periode maret 2013 dan akhirnya naik menjadi 10,28 % pada 
periode maret 2014. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tinggi tak 
menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut terlihat dari angka 
pertambahan orang miskin di Sulsel yang dalam dua tahun terakhir melonjak 
signifikan.  
Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka dibutuhkan peran yang lebih 
maksimal dari Negara melalui pemerintah untuk dapat membuat berbagai 
kebijakan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga 
dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. 
Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial 
merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila 
kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini 
menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 
kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial 
dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan 
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pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara 
layak dan bermartabat. 
Berbagai pengaturan didalam ketentuan konstitusi menunjukan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengatasi berbagai 
persoalan yang terkait dengan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, maka 
tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan juga tidak terlepas dari 
peranan pemerintah daerah.  
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran 
masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi 
keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun 
lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial 
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan 
perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu 
dilakukan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan 
masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Penjelasan Umum Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial), 
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat 
kemiskinan    masyarakat.    Diantaranya    adalah,    Pemerintah    berusaha    
untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan supaya dapat langsung menyentuh 
6 
 
masyarakat sehingga dapat memahami berbagai kebutuhan masyarakat, maka 
pemerintah memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah untuk lebih 
berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya masing-masing, 
melalui otonomi daerah. 
Hal tersebut dilakukan agar jalannya pemerintahan lebih memperhatikan 
berbagai aspirasi yang ada di masyarakat. Selain itu, memunculkan kesempatan 
identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali 
pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam 
menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang 
diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari 
pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong 
pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih 
tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih 
efisien. Hal tersebut bertujuan agar kesenjangan social yang ada didalam 
masyarakat dapat dikurangi, sehingga berdampak terhadap tingkat 
kesejahteraan masyarakat. 
Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang No. 11 tahun 
2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 
turut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam upaya pengentasan kemiskinan 
(Pasal 27), berikutnya Pasal 20 mengatakan bahwa, penanggulangan 
kemiskinan ditujukan untuk: a). Untuk meningkatkan kapasitas dan 
mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat 
miskin; b). Memperkuat peran masyarakat miskin   dalam   pengambilan   
kebijakan   publik   yang   menjamin   penghargaan, perlindungan dan 
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pemenuhan hak-hak dasar; c). Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, 
politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh 
kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan 
taraf hidup secara berkelanjutan; dan Memberikan rasa aman bagi kelompok 
masyarakat miskin dan rentan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan 
kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan, diantaranya melalui penetapan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan kemiskinan di 
Sulawesi selatan, dengan tujuan agar dapat memberikan menjamin perlindungan 
dan pemenuhan hak dasar penduduk dan rumah tangga miskin, mempercepat 
penurunan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi 
masyarakat serta menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam 
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.  
Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi identifikasi penduduk 
dan rumah tangga miskin, pengembangan kapasitas penduduk dan rumah 
tangga miskin, penyusunan strategi dan program, pelaksanaan dan pengawasan, 
peran serta masyarakat dan perencanaan dan penganggaran penanggulangan 
kemiskinan. Adapun Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, 
program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi 
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan  
Penanggulangan  kemiskinan   dilaksanakan   dalam  bentuk  penyuluhan  dan 
bimbingan  sosial,  pelayanan   sosial,  penyediaan  akses   kesempatan  kerja  
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dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses 
pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses pelayanan perumahan dan 
pemukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran 
hasil usaha. 
Lain halnya dengan Kota Makassar, jumlah penduduk miskin pada tahun 
2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 ini, jumlah rumah tangga miskin di 
Kota Makassar turun menjadi 43.696 jiwa. Angka ini turun dibandingkan jumlah 
rumah tangga miskin pada tahun 2011 yang masih berjumlah 62.192 dan 46.355 
jiwa pada 2012 (http://www.tribunnews.com). Turunnya angka kemiskinan 
tersebut tidak terlepas dari peningkatan alokasi anggaran kemiskinan yang 
dikucurkan Pemerintah Kota Makassar. 
Pada tahun 2011, setiap rumah tangga miskin mendapat alokasi 
anggaran sebesar 1,7 juta rupiah. Angka ini bertambah pada tahun 2012 menjadi 
2,5 juta rupiah pada tahun 2012, dan terakhir pada tahun 2013 kembali 
meningkat menjadi 3,7 juta (http://makassar.antaranews.com).   
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar 
sejauh ini dianggap berhasil dalam mengatasi lonjakan kemiskinan dengan 
berbagai Kebijakan yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan. 
 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang penanggulangan 
kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai turunan dari kebijakan Pusat 
dalam mengawal Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang oleh pemerintah kota 
makassar melakukan pengejewantahan dengan membuat beberapa program 
unggulan pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu program yang 
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dicanangkan tersebut adalah Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 
atau biasa disingkat KUBE-FM.  
Program ini merupakan turunan dari program yang dicanangkan oleh 
pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Kementerian Sosial 
melakukan kegiatan-kegiatan terobosan dalam membantu percepatan 
pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-
FM) dengan Usaha Ekonomi Produktif sesuai dengan potensi masing-masing 
masyarakat miskin. Untuk itu, Kemensos meluncurkan Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin (P2FM). Salah satu programnya adalah Program KUBE-FM melalui 
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan mengucurkan bantuan 
kredit lunak. 
KUBE-FM sebagai kelompok usaha bersama merupakan salah satu 
pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan 
kemiskinan. Melalui KUBE-FM masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk 
digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan 
kata lain KUBE-FM merupakan program investasi jangka panjang. Melalui KUBE 
masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu 
dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.  
Sesuai dengan ketentuannya KUBE-FM merupakan kumpulan orang-
orang fakir miskin yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan 
usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu 
mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan. 
Desain dasar P2FM adalah meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok 
penduduk fakir miskin melalui pemberian kesempatan pada kelompok penduduk 
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fakir miskin untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilak keputusan 
dalam rangka memilih jenis kegiatan paling sesuai dengan kondisi mereka, 
melaksanakan swakelola, dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara 
mandiri. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan kemiskinan 
diperlukan kebersamaan dari pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang 
dilaksanakan bersifat terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk usaha yang 
komprehensif dan saling bersinergi. Dan untuk itu diperlukan data keluarga dan 
penduduk miskin yang selalu up date dari waktu ke waktu.  
Penanganan kemiskinan dengan pendekatan optimalisasi potensi 
ekonomi produktif keluarga miskin yang dilakukan pemerintah Kota Makassar 
dalam bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui kelompok usaha 
bersama atau usaha produktif. Keberadaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin 
melalui Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang dimulai tahun 2007 
memberikan kesempatan pada daerah untuk lebih menguatkan fungsi KUBE-FM 
dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program BLPS ini dilaksanakan di 
seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Makassar. Salah satu KUBE yang 
menerima BLPS adalah KUBE-FM di Kelurahan Maccini, Kota Makassar. 
Aktor yang terlibat dalam implementasi program KUBE-FM ini tidak hanya 
dari Dinas Sosial sebagai satuan unit kerja yang menangani permasalahan 
sosial, akan tetapi seluruh stakeholder ikut dilibatkan. Sehingga capaian 
keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di kota makassar dapat teratasi 
karena terjalin koordinasi dan sinergitas antar stakeholder.  
Berdasarkan uraian di atas, baik secara empirik fenomena yang terjadi 
maupun secara konseptual, penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat 
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miskin melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diperlukan 
sinergitas antar mereka. Sinergitas atau keterpaduan di antara stakeholder baik 
dari perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Keterpaduan ini 
diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program 
pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Program 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar juga 
mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya 
berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program KUBE-FM, dimana 
terdapat berbagai kendala yang mengiringi pelaksanaannya selama ini. 
Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan analisis terhadap 
Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota 
Makassar.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan berbagai uraian didalam latar belakang, maka persoalan 
yang akan diteliti adalah : Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan Program 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar? 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
efektivitas pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-





D.  Manfaat Penelitian 
Setelah penelitian ini diselesaikan, diharapkan dapat memberikan manfaat 
yang positif bagi penulis sendiri dalam memperkaya wawasan maupun pihak lain 
yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang 
diharapkan adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi 
yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu di bidang administrasi 
publik dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-
penelitian yang akan datang.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan 
Pemerintah Kota Makassar pada khususnya dalam melaksanakan 













II.1  Konsep Efektifitas 
II.1.1. Pengertian Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, 
pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif 
berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya 
(akibat, pengaruhnya, kesannya). 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu  effective  yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan.  Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 
tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 
ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti 
yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip 
Handayaningrat, Soewarno. (1988:16) yang menyatakan bahwa  “Efektivitas 
adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya”. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), 
mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana 
keberhasilan suatu  organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran 
organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. 
Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran 
maupun tujuan”. Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: 
“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan 
14 
 
sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa 
melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak 
wajar terhadap pelaksanaannya”. 
Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya  Transformasi 
Pelayanan Publik  mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:  “Efektivitas adalah 
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 
daripada  suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 
ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). 
Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan 
bahwa  efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa  jauh target 
(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 
target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat 
yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa  : “Efektivitas 
adalah suatu  ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas 
dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, 
makin tinggi efektivitasnya”. 
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan 
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 
manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan 
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber  daya yang dimiliki 
secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 
(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 
personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu 
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kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan 
prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.   
II.1.2. Ukuran Efektivitas 
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila 
dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 
pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas  (output)  barang 
dan jasa.  
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 
Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan  yang dilakukan tidak tepat 
sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 
maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai 
pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. 
Siagian (1978:77), yaitu: 
a Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya 
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 
tujuan organisasi dapat tercapai; 
b Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 
mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak 
tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; 
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c Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,  berkaitan 
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 
artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 
usaha-usaha pelaksa-naan kegiatan operasional; 
d Perencanaan yang matang,  pada hakekatnya berarti memutus-kan 
sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
e Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 
apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak 
dan bekerja; 
f Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana 
dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; 
g Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;  
h Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 
terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 
Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga 
pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh  Martani dan 
Lubis (1987:55), yakni: 
a Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
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memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi; 
b Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi; 
c Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur  keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana. 
Selanjutnya Strees (1985:53) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam 
pengukuran efektivitas, yaitu:  
1) Produktivitas;  
2) Kemampuan adaptasi kerja; 
3) Kepuasan kerja;  
4) Kemampuan berlaba;  
5) Pencarian sumber daya.  
Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam 
bukunya “Efektrivitas Organisasi”  mengatakan mengenai ukuran efektivitas, 
sebagai berikut:  
1) Pencapaian Tujuan 
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 
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faktor, yaitu: Kurun waktu dan  sasaran yang merupakan target 
kongktit. 
2) Integrasi  
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus 
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 
menyangkut proses sosialisasi. 
3) Adaptasi  
Adaptasi adalah  kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 
pengadaan dan pengisian tenaga kerja.  
II.2  Pengertian Program  
 Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana 
dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula diartikan 
bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.untuk 
lebih memahami mengenai pengertian program,berikut ini akan di kemukakan 
definisi oleh beberapa ahli: 
Pariata westra dkk (1989:236) mengatakan bahwa Program adalah 
rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta 
petunjuk cara-cara pelaksanaannya. 
Menurut sindhunata, mengatakan bahwa: Program adalah kelompok 
pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk memberi tahu 
bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. 
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Sondang.P.siagian,(2006:117) mengemukakan bahwa: Perumusan 
program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana dalam hubungannya 
dengan pembagunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam 
bentuk dan kegiatan. 
Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit lima 
hal, yaitu: 
1. Berbagai sasaran konkrit yang ingin dicapai. 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 
3. besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya. 
4. jenis-jenis kegiatan operasional yang akan di laksanakan 
5. tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasinya 
maupun ditinjau dari segi sejumlahnya. 
Suatu program yang baik menurut bintoro tjokroamidjojo (1984:181) harus 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut. 
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5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembagunan dan program 
pembangunan lainnya. 
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga 
pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.dengan 
demikian,dalam menentukan suatu program harus di rumuskan secara 
matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui 
partisipasi dari masyarakat. 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa program 
adalah perincian suatu rencana  
II.3 Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)  
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu 
media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga 
masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi 
kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan 
sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. 
Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat/ keluarga 
miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif 
dan demokratis. Melalui KUBE warga masyarakat/ keluarga miskin dapat 
meningaktkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah 
personal dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya menikat dan 
martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan 
dalam kelompok, member kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, 
kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses 
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sumber-sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis.  
(Kemensos RI, 2011). 
Secara operasional usaha, program KUBE-FM dilaksanakan secara 
kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 5-10 anggota. Program KUBE-FM 
dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan 
kesejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk 
memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan 
perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. 
KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha 
Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), memotivasi 
warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan 
interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber 
sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha 
diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana 
ekonomi. 
Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program 
pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial 
bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus program ini 
bertujuan : 
1. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin 
2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin 
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3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial 
dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan social 
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan 
dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. 
5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah 
kemiskinan 
6. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
keluarga miskin. 
Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai 
sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat  tidak 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, 
kesehatan dan pendidikan). 
Dikutip dalam Jurnal Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan 
oleh Arja Sadjiarto, disebutkan bahwa tujuan pemerintah adalah melayani 
kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan 
pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Adapun 
dinas terkait yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program KUBE-FM 
adalah Dinas Sosial  di setiap daerah. 
Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala keluarga 
atau anggota keluarga yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas 
kependudukan, berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu 
bertanggung jawab sendiri, serta bersedia mematuhi aturan KUBE-FM 




II.3.1 Landasan Hukum Pelaksanaan KUBE-FM 
Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui 
program KUBE-FM yang dijelaskan oleh Kementerian Sosial melalui buku 
Pedoman KUBE (2011:4),  meliputi: 
1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), 28 huruf H ayat 3, pasal 
33,  pasal 34 ayat 1 dan 2 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 
3. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 1981 tentang Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin 
4. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian tugas pemerintahan antara 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota 
5. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan 
6. Permenkeu No. 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan dana 
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
7. Permensos RI No. 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja 
kementerian sosial 
8. Permensos No. 129/HUK/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin 
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh 
masyarakat 
11. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 
dan Menteri Sosial No. 05/SKB/M/V/1999 tentang 45/HUK/1999 
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Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui 
Pembentukan Koperasi 
12. Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor 293/2002 
40/PEGHUK/2002 tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk 
Pemberdayaan Fakir Miskin 
II.3.2  Kelembagaan KUBE-FM 
 Mengenai kelembagaan KUBE telah dijelaskan oleh Kementerian sosial 
melalui buku pedoman KUBE (2011:17), terkait pembentukan KUBE didasarkan 
pada kriteria sebagai berikut: 
1. Kedekatan tempat tinggal 
2. Jenis usaha dan keterampilan anggota 
3. Ketersediaan sumber sosial dan ekonomi 
4. Kemampuan menyesuaikan diri dalam kelompok 
5. Kesamaan motivasi 
6. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh 
berkembang sebelumnya. 
 
 Lebih lanjut mengenai pembentukan dan manajemen KUBE-FM, 
kelembagaan KUBE-FM ditandai dengan:  
1. Kepengurusan KUBE-FM  
a Pada hakekatnya KUBE-FM dibentuk dari, oleh dan untuk anggota 
kelompok. Jumlah anggota KUBE-FM yaitu diawali oleh 
pembentukan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. Satu 
kelompok KUBE-FM dapat memilih anggotanya yang bukan termasuk 
25 
 
kategori fakir miskin (poorest), namun masih termasuk kategori 
miskin (poor) atau hampir miskin (near poor) dan mempunyai 
kemampuan serta potensi; 
b Kepengurusan KUBE-FM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 
bendahara. Pengurus KUBE-FM dipilih dari anggota kelompok yang 
mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE-FM, memiliki 
kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu 
mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, 
mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup 
serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya. 
2. Keanggotaan KUBE-FM  
a Anggota KUBE-FM adalah penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) sebagai sasaran program yang telah disiapkan. 
Jumlah anggota untuk setiap KUBE-FM berkisar antara 5 sampai 10 
orang / KK sesuai dengan jenis PMKS. 
b Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi 
Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE-FM berdasarkan unit 
pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu 
KUBE-FM. 
c Ikatan pemersatu, yaitu kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau 
keterampilan anggota, ketersediaan sumber, latar belakang 
kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan 
kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama; 
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3. Administrasi KUBE-FM 
Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE-FM dengan baik, 
maka pengurus atau pengelola KUBE-FM perlu memiliki catatan atau 
administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, 
kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Adapun catatan 
dan administrasi KUBE-FM meliputi antara lain buku anggota, buku 
peraturan KUBE-FM, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar 
pengurus dan sebagainya. (Depsos RI, 2005). 
II.3.3  Kategori Perkembangan KUBE-FM 
Kategori perkembangan KUBE didasarkan pada penilaian terhadap 
sejumlah indicator yang mencakup bidang kelembagaan, sosial, dan ekonomi 
yaitu: 
1. Bidang Kelembagaan 
a. Jumlah anggota KUBE 
b. Kinerja Organisasi sesuai struktur dan pembagian tugasnya 
c. Pengadministrasian kegiatan seperti buku daftar anggota 
kelompok, buku tamu, buku kegiatan, buku kas/ keuangan, buku 
inventaris, buku simpan pinjam dan lainnya 
2. Bidang Sosial 
a. Kuantitas dan kualitas pertemuan anggota 
b. Besarnya dan pemanfaatan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) 
c. Tingkat kesetiakawanan sosial anggota 
d. Tingkat partisipasi sosial anggota dalam UKS 
3. Bidang Ekonomi 
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a. Kuantitas dan kualitas pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif 
(UEP) 
b. Optimalisasi/ kreatifitas pendayagunaan potensi dan sumber-
sumber ekonomi 
c. Besarnya kontribusi terhadap penumbuhkembangan LKM/ 
Baitumal atau koperasi 
d. Jaringan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat 
mempercepat keberhasilan KUBE 
e. Transparansi dan akuntabilitas 
Berdasarkan indikator di atas, maka kategori perkembangan KUBE 
dikelompokkan sebagai berikut: 
1. KUBE tumbuh, apabila memenuhi 1 sampai 6 indikator 
2. KUBE berkembang, apabila memenuhi 7 sampai 9 indikator 
3. KUBE mandiri, apabila memenuhi 10 sampai 12 indikator 
 
Adapun kriteria keberhasilan program KUBE-FM sebagaimana dikutip 
dalam Jurnal Studi Pola Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) dan Tingkat Keberhasilannya dalam Meningkatkan Perekonomian 
Masyarakat Miskin Desa (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten 
Tasikmalaya) oleh Iyan Bachtiar dan Jamaluddin disebutkan bahwa kriteria 
keberhasilan KUBE-FM secara umum tercermin pada meningkatnya taraf 
kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan papan) serta kesehatan dan 
pendidikan secara layak, meningkatnya dinamika sosial dan meningkatnya 
kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah. 
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II.3.4  Tahapan Kegiatan KUBE-FM 
 Berdasarkan pedoman KUBE dari kementerian sosial (2011:31) yang 
menjelaskan tentang Pengelolaan KUBE memiliki beberapa tahapan kegiatan 
dalam rangka pencapaian tujuan KUBE, yaitu: 
1. Tahap Persiapan, kegiatan pada persiapan terdiri dari: 
a. Pemetaan sosial khususnya yang terkait dengan kemiskinan 
b. Orientasi dan observasi 
c. Registrasi dan identifikasi  
d. Perencanaan program pelaksanaan 
e. Bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, dan 
evaluasi persiapan (oleh aparat desa/kelurahan, petugas 
pendamping, Pembina fungsional) 
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan pada tahap ini meliputi: 
a. Sosialisasi program kepada masyarakat 
b. Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran) 
c. Bantuan Stimulan/ bantuan anggaran 
d. Pemilihan/ kesesuaian jenis usaha dan bantuan  
e. Penyaluran bantuan modal usaha 
f. Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota KUBE 
g. Pendampingan dan monitoring 
3. Tahap pengembangan usaha, kegiatannya meliputi: 
a. Bimbingan sosial 
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b. Bimbingan pengembangan usaha dan perluasan jaringan 




4. Tahap kemitraan usaha, kegiatan pada tahap ini meliputi: 
a. Inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, 
sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya 
manusia 
b. Membuat kesepakatan-kesepakatan 
c. Pelaksanaan kemitraan usaha 
d. Bimbingan kemitraan usaha 
e. Perluasan jaringan kemitran usaha dalam rangka memperluas 
pemasaran serta mengakses permodalan 
f. Monitoring 
g. Evaluasi 
5. Tahap terminasi, dilakukan sebagai tahap pengakhiran pemberdayaan 
dengan ketentuan: 
a. KUBE sudah mandiri 
b. Kegiatan KUBE menyalahi aturan 




II.4 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan uraian diatas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu 
penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini 
dalam mengukur efektivitas program KUBE-FM di Kota Makassar dengan 
menggunakan teori pendekatan proses (Process Approach) menurut Martani dan 
Lubis (1987:55) serta pedoman KUBE yang bersumber dari Kementerian Sosial 
RI Tahun 2011 mengenai program Kelompok Usaha Bersama Fakir miskin 
(KUBE-FM) yang di dalamnya menjelaskan tentang semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi dalam tahapan pelaksanaan program KUBE-
FM. 
Beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial agar dapat 
mencapai keefektifan pelaksanaan program ini, antara lain proses sosialisasi 
program KUBE-FM kepada masyarakat, kelompok sasaran, bantuan 
dana/anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program, kesesuaian jenis 
usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan, penyaluran 
bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti program KUBE-FM, 
penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi anggota 
kelompok KUBE-FM,  serta proses pendampingan bagi kelompok KUBE-FM 






Kerangka pemikiran yang penulis susun sebagai dasar untuk melakukan 










   
Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan hanya 
memfokuskan masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan proses (process 
approach) dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana 
efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 







Pendekatan Proses (Process 
Approach) 
(Melihat sejauh mana efektivitas 
pelaksanaan program dari semua 
kegiatan proses internal atau 
mekanisme organisasi) 
Indikator pelaksanaan program 
KUBE (sumber : Pedoman KUBE 
Kementrian Sosial RI tahun 2011) 
antara lain : 
1. Proses sosialisasi program 
kepada masyarakat 
2. Kelompok Sasaran 
3. Bantuan Dana/ Anggaran 
4. Kesesuaian bantuan dan jenis 
usaha 
5. Penyaluran Bantuan Modal 
Usaha 
6. Penyuluhan keterampilan 
berusaha  














III.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif 
dilakukan terhadap variabel tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel lain (John W. Creswell, 2009:168). Penelitian 
ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa 
sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan 
memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek 
yang diteliti. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di dua tempat, yaitu: 
1. Kantor dinas Sosial Kota Makassar karena Dinas Sosial merupakan  
pelaksana dan penanggung jawab program Kelompok Usaha 
Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. 
2. Lokasi usaha penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir 
Miskin (KUBE-FM) 
III.3 Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah program Kelompok Usaha 
Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM). Penetapan unit analisis ini didasarkan pada 
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obyek yang diteliti oleh penulis yakni program Kelompok Usaha Bersama Fakir 
Miskin (KUBE-FM) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. 
III.4 Informan 
Selama melakukan penelitian, penulis mengumpulkan informasi dari 
beberapa informan yang mempunyai pemahaman dengan masalah yang diteliti. 
Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a Kepala Dinas Sosial Kota Makassar 
b Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
c Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin 
d Tim Pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) 
e Masyarakat yang terlibat dan menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama 
Fakir Miskin (KUBE-FM). 
III.5 Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah menggambarkan sejauh mana efektivitas 
program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang merupakan 
program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya 
pemberdayaan keluarga miskin. Adapun parameter yang digunakan untuk 
mengukur sejauh mana keefektivan tiap indikator, antara lain: 
a. Proses sosialisasi program kepada masyarakat dikatakan efektif dan 
optimal apabila dilaksanakan sesering mungkin dan disampaikan melalui 
media yang bervariasi antara lain penyampaian langsung kepada 
masyarakat, melalui musrembang, serta pemasangan spanduk-spanduk 
yang berkaitan dengan program. 
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b. Kelompok sasaran dari program KUBE-FM adalah kelompok masyarakat 
yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program KUBE-FM dikatakan 
tepat sasaran apabila penyaluran bantuan melalui program ini benar-
benar diberikan kepada mereka yang berasal dari kalangan kurang 
mampu baik yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun memiliki 
pekerjaan tetap tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar. 
c. Bantuan dana / anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program 
dinilai cukup efektif apabila penyalurannya dilakukan secara optimal dan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak ada pemangkasan 
anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan  yang bertanggung 
jawab langsung terhadap program yang bersangkutan. 
d. Kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang 
disalurkan dinilai efektif apabila sudah terdapat kesesuaian antara 
bantuan yang disalurkan dengan jenis usaha yang akan dibuka oleh 
kelompok yang bersangkutan. Dalam artian, bantuan yang diberikan 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok yang 
nominalnya ditotalkan sampai mencapai jumlah bantuan yang disalurkan 
oleh pemerintah. 
e. Penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti 
program KUBE-FM dinilai efektif apabila dilakukan secara jelas, 
transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta adanya 
proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait 
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pengelolaan bantuan modal usaha oleh kelompok KUBE-FM yang sudah 
diberikan bantuan. 
f. Penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi 
anggota kelompok KUBE dikatakan sudah efektif apabila dilaksanakan 
secara rutin oleh aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap 
program ini. 
g. Proses pendampingan bagi kelompok KUBE yang terbentuk dinilai efektif 
apabila dilakukan secara rutin, sejak awal pembentukan kelompok hingga 
usaha kelompok berjalan serta pada pengelolaan hasil usaha kelompok. 
III.6 Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis  mengumpulkan sejumlah data yang terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Sumber data awal dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang didapatkan melalui pengumpulan dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dimana dokumen ini penulis 
dapatkan dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, data dari Badan Pusat 
Statistik Kota Makassar tahun 2013, sera data dari LSM Sapa.or.id 
Data sekunder yang selanjutnya dikumpulkan adalah data-data 
menyangkut kependudukan, kemiskinan yang penulis peroleh dari Badan pusat 
Statistik (BPS) Kota Makassar dalam Angka 2013 yang didapatkan dari Susenas 
tahun 2012 serta dari Website LSM Sapa.or.id. Data sekunder yang dikumpulkan 




Pengumpulan data dalam penelitian ini dilanjutkan dengan pengumpulan 
data primer. Pengumpulan data primer dikumpulkan langsung dari objek 
penelitian melalui observasi langsung di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar 
serta peninjauan ke lokasi usaha KUBE-FM. 
1. Observasi.  
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi dari 
lokasi usaha KUBE-FM. Adapun hasil observasi ini sangat membantu 
dalam proses penelitian karena penulis mendapatkan gambaran 
mengenai hal nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi 
sasaran dari program KUBE-FM. Selain observasi pada lokasi usaha 
KUBE-FM, penulis juga melakukan observasi secara langsung pada 
kantor Dinas Sosial Kota Makassar, melalui pengamatan selama proses 
penelitian berlangsung di kantor tersebut. 
2. Wawancara.  
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di lingkup Dinas Sosial Kota 
Makassar sesuai dengan informan yang harus diwawancarai. Dalam 
wawancara ini, yang menjadi bahan pertanyaan antara lain menyangkut 
bantuan dana/anggaran dari pemerintah provinsi untuk pelaksanaan 
program, penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang 
mengikuti program KUBE-FM, kelompok sasaran, kesesuaian jenis usaha 
dengan bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan, proses sosialisasi 
program KUBE-FM kepada masyarakat, penyuluhan keterampilan 
berusaha kepada masyarakat yang menjadi anggota kelompok KUBE-FM 
serta proses pendampingan bagi kelompok KUBE-FM yang terbentuk. 
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Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara di lokasi usaha 
KUBE-FM. Adapun data yang diperoleh kemudian diolah dan dijadikan 
sebagai hasil penelitian ini. 
III.7 Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Menganalisis data yang telah didapatkan baik data primer berupa 
informasi dari hasil wawancara dengan informan serta observasi di 
lapangan, maupun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2. Reduksi data atau proses pemilihan data (data reduction) untuk milih 
informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah 
yang menjadi pusat penelitian. 
3. Penyajian data dalam bentuk uraian penjelasan dan tabel. 
4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 
sehingga data dapat diuji validitasnya. Dimana penelitian yang valid 
bersifat  masuk akal, kredibel, dan terpercaya (Abbas Tashakkori dan 









GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
IV.1.1 Keadaan Wilayah 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan 
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota 
Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan 
dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota 
Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat 
ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di 
bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas 
wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan 
dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang 
lebih 100 Km².  (sumber :http://makassarkota.go.id) 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan 
yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung 
Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kecamatan yang memiliki wilayah 
terbesar yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 48,22 km2, atau 
27,43%, sedangkan untuk wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso dengan luas 
wilayah 1,82 km2, atau 1,04%.. 
39 
 
Kota Makassar sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten 
Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Selat Makassar.  
IV.2  Dinas Sosial Kota Makassar 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk 
menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. 
             Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor 
Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden 
No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-
lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan 
Presiden No. 49 Tahun 1983. 
             Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi 
Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi 
menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 
16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di 
Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial 
Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan 
dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan 
Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000. 
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            Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50, 
Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada 
tanah seluas 499m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan 
dengan : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota 
Makassar. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat.  
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat 
IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial 
Kota Makassar adalah sebagai berikut : 
Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014 
           Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi 
oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan 
penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan 
keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial 
masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut 
melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. 
Misi Dinas Sosial Sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan 
kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat 
kesetiakawanan sosial masyarakat 
2. Memperkuat ketahan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui 
upaya memperkecil kesenjangan sosial denagn memberikan pehatian 
kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung 
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial   
4. Melakukan jaminan sosial 
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal 
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial. 
Adapun tujuannya sebagai berikut : 
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang berpartabat 
sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) 
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur 
(Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana 
yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang 
kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan  
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders 
khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di 






IV.2.2 Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian 
Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial  Kota Makassar, maka jabatan 
struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris 
a. Sub Bagian Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Perlengkapan 
 
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial  
b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial 
c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial 
 
4. Bidang Rehabilitasi Sosial  
a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 
b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial 






5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial 
c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial  
 
6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial  
a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial 
b. Seksi Biimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar 
c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahalawanan, Keperintisan dan Kejuangan 
 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional 
dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar 
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Nama-nama Pimpinan pada struktur organisasi Dinas Sosial Kota 
Makassar, yaitu 
1. Kepala Dinas 
Drs. H. Yunus Said, M.Si / NIP. 19600111.198103.1.010  
2. Sekretaris 
Drs. Haseng DM, MM / NIP. 19643112 199203 1 137 
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
Dra. Sri Sosiawati Latief / NIP. 19600315.198303.2.011 
b.   Kepala Sub Bagian Keuangan 
Dra. St. Amirah Sambe, M.Si / NIP. 19610414 199003 2 002 
c.   Kepala Sub Bagian Perlengkapan 
Muhammad Darwis Yunus, SE / NIP. 19581222.198203.1.006 
 
3. Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
Drs. M. Ihsan Idrus, MM / NIP. 19581004.198303.1.017 
a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial 
Hatma, S.Sos / NIP. 19680529.199102.2.002 
b. Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
Dra. Hartati AS, M.Si / NIP. 19641114.199203.2.005 
c. Kepala Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 





4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Drs. Mas'ud, S.MM / NIP. 19580313.198503.1.014 
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 
Hasnah A. S.Sos, M.Si / NIP. 19701231.199203.2.029 
b. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial 
 M. Arsyad Thamal, S.Sos / NIP. 19610101.199003.1.021 
c. Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis, Pengamen dan pemulung. 
Haidar Hamzah, S.S.T.P / NIP. 19811115.200112.2.001 
 
5. Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan 
Sosial 
Burhanuddin Ghalib, SE, MM / NIP. 19671231 199803 1 059 
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
A. B. Nyoma Multisari, SH, MH / NIP. 19750605.199703 2 003 
b. Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial 
Drs . Abd Rahman, M.Si / NIP. 19630504.199003.1.010 
d. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial  
La Heru S.Sos, M.Si / NIP. 19711231.199401.1.006 
 
6. Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial  
Dra. Eny Adriyani, M.Si 
19670505.199303.2.009 
a. Kepala Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial 
Dra. ST. Rosdiana B, M.Si / NIP. 19580516.198302.2.001 
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b. Kepala Kepala Seksi Biimbingan Organisasi Sosial dan Anak 
Terlantar 
Danial Laisouw,  SE / NIP. 19630403.198612.1.001 
c. Kepala Seksi Pelestarian Nilai Kepahalawanan, Keperintisan dan 
Kejuangan 
 Sitti Farida S.Sos / NIP. 19630108.199202.2.003 
 
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Dra.Yuyun Yuliawati M.Si  / NIP. 19660727 199303 2 007  
 IV.2.3  Tugas Pokok dan Fungsi 
1. Kepala Dinas 
Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu 
melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan 
kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas 
dinas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, 
yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, 
jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta 
pembinaan organisasi sosial. 
b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang 
meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan 
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sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan 
organisasi sosial. 
c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang 
usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, 
jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta 
pembinaan organisasi sosial. 
d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan 
pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial 
e. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
2. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi 
seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar. 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis  
ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. 
b. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menuyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan. 
c. Sub Bagian Perlengkapan 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan 




3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, 
pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraaan sosial 
(PMKS) dan potensi sumber kesehajteraan sosial (PSKS), pembinaan 
karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan 
PSKS. 
4. Bidang Rehabilitasi Sosial 
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan 
pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, 
korban tindak kekerasan pekerja migran. 
5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan 
Sosial 
Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, 
pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk 
pengendalian daearh rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan 
kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban 
bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar. 
6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial 
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksakana 
bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak 
terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan 
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sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan 
pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, 
keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan. 
IV.2.4 Bidang Kewenanangan Dinas Sosial 
1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / 
kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial 
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar 
panti) 
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak 
dan adopsi lingkup kabupaten / kota 
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar 
panti) 
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat 
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial ( tuna susila, 
gelandangan, pengemis, dan eks narapidana ) 
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas 
adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi 
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan 
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota 
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat 




14.  Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup 
kabupaten/kota 
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota 
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut 
usia) 
17. Penanggulangan korban napza 
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga 
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja 
20. Penelitian dan uji coba pengambangan usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi 
kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. 
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan 
sosial lingkup kabupaten/kota 
22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten / kota 
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan 
kesejahteraan sosial. 
Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi : 
1. Anak Balita Terlantar 
Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara 
lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi 
anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua 
untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh 
kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya. 
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2. Anak terlantar 
Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu 
pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis 
produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan 
keterampilan melalui panti sosial bina remaja. 
3. Anak Nakal  
Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui 
pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong 
4. Anank Jalanan 
Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian 
beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan 
dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak 
jalanan. 
5. Penjaja seks Komersial (PSK) 
Penanganan terhadap PSK ynag terjaring melalui razia diberikan 
pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa 
pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya 
wanita mattiro deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan 
pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan. 
6. Gelandangan Pengemis 
Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan 
pengawasan dan penertiban terhadap gepeng serta pemberdayaan gepeng 





7. Eks korban penyalahgunaan napza 
Sesorang yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat 
adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau 
tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. 
8. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan 
Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia 
yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik 
(psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu 
atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial 
terdekatnya. 
9. Penyandang cacat 
Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian 
bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui 
Departemen Sosial RI. 
10.  Eks Kusta 
Eks kusta adalah sesorang yang pernah menderita penyakit kusta dan 
telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk 
melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau 
masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah 
pembedayaan keluarga eks kusta. 
11. Eks Narapidana 
Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau 
masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami 
hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat 
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sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara 
normal. 
12. Lanjut Usia terlantar 
Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu 
pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis 
produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian 
bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal 
dari Departemen Sosial RI. 
13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 
 Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewas berusia 18-59 
tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 
14. Keluarga Fakir Miskin 
 Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu 
pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan 
keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan 
KUBE fakir miskin. 
15. Keluarga berumah tidak layak huni 
 Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehablitasi rumah tidak layak huni 
berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok 
kayu, tripleks dan papan. 
16. Perintis Kemerdekaan 
 Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang 
mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai 
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perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 
Orang. 
17. Keluarga Pahlawan Nasional 
Keluarga pahwalawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari 
seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Maassar berjumlah 3 orang. 
18. Keluarga Veteran 
Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang 
telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri 
pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota 
Makassar yaitu 115 orang. 
19. Korban bencana alam 
Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, 
apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau 
bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul 
darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda. 
20. Keluarga bermasalah sosial psikologis 
Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial 
yaitu 19 KK. 
21. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana 
Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan 
ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir 
pantai. 
22. Korban Tindak Kekerasan 
Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam 
bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan 
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bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang 
membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi 
sosialnya terganggu. 
23. Pekerja Migran 
Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara 
ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi 
terlantar. Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi 
pekerja migran. 
IV.3 Profil Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan 
dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama 
membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa 
sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam 
satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas 
anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan 
anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah 
pengembangan usaha bersama (Kemensos RI, 2011). 
 
IV.3.1 Arti Pentingnya Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) 
1. KUBE-FM merupakan media yang strategis, efektif dan efisien dalam upaya  
pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin sebagai 
bentuk perwujudan dari pelaksanaan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) 
dan (2), serta UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
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2. KUBE-FM merupakan sarana koordinasi dan kolaborasi yang produktif 
sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penanggulangan kemiskinan 
dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi 
masyarakat miskin. 
3. KUBE-FM merupakan wadah peningkatan partisipasi dan rasa memiliki  
(participating and belonging together), terhadap program pemberdayaan 
masyarakat. 
4. KUBE-FM dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mendorong 
transformasi peran pemerintah dari (yang saat ini masih menjadi) “provider” 
(penyedia) ke arah terwujudnya peran sebagai “enabler” (fasilitator) dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi 
masyarakat miskin. 
5. KUBE-FM memiliki nilai-nilai strategis sebagai usaha ekonomi dan sosial 
yang bersifat mandiri, didasari prakarsa anggota, dan dikelola secara 
professional serta berorientasi pada kesejahteraan sosial. 
 
IV.3.2 Tujuan, Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan KUBE-FM 
Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program 
pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial 
bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  
Adapun sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak 
mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat  
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, 
kesehatan dan pendidikan). 
 58 
 
Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala keluarga 
atau anggota keluarga yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas 
kependudukan, berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu 
bertanggung jawab sendiri, serta bersedia mematuhi aturan KUBE (Kelompok 
Usaha Bersama). 
 
IV.3.3 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar 
Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota 
Makassar sudah ada sejak program ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, 
yang dimana pada awalnya pelaksanaan program ini di Kota Makassar 
menggunakan anggaran Pemerintah Pusat atau dialokasikan melalui APBN, 
akan tetap sejak beberap tahun terakhir khusus di kota makassar sudah mandiri 
menjalankan program ini dengan menggunakan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah Kota Makassar. 
Dalam tahun anggaran 2014 program KUBE dilaksanakan di 9 
Kecamatan yang ada di Kota Makassar, yatu ujung tanah, tamalate, wajo, Tallo, 
Mamajang, ujung pandang, mariso, biringkanayya, Panakkukang dengan total 
anggaran mencapai Rp. 770.000.000 yang dibagi kepada 77 KUBE berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar No. 
460/241/DINSOS/IV/2014 tentang nama dan lokasi penerima bantuan kelompok 
usaha bersama bagi keluarga fakir miskin di Kota Makassar tahun anggaran 
2014. Dari anggaran yang dialokasikan ini, setiap KUBE memperoleh bantuan 




Tabel IV.1 Jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE di Kota Makassar tahun 
anggaran 2014 
NO NAMA KUBE JENIS KUBE KECAMATAN 
1 USAHA MANDIRI kue/ gorengan 
Ujung Tanah 
2 ANTI Menjual Campuran 
3 ABID Penjahitan 
4 BROWNIS Menjual Kue Kering 
5 BISEANG Menjual Barang 
Campuran 
6 AR-RAHMAH Jual Barang Campuran 
7 TEROWONGAN 
145 
Jual Barang Campuran 
8 NELAYAN Nelayan 
9 MAWAR Jual Campuran 
10 MENTARI Jual Barang Campuran 
11 BAHARI Bandeng Tanpa Tulang 
12 ABON PAOTERE Abon Ikan Tuna 
13 PAOTERE PESISIR Jual barang campuran 
14 BAHARI Abon Ikan 
15 SARIBATTANG Jual barang campuran 
16 SULAPA APPA Jual barang campuran 
17 MUTIARA Kue Tradisional 
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18 MUTIARA Songkolo dan nasi kuning 
19 SAHABAT Pembuatan dan reparasi 
kursi 
20 MASE-MASEA Warung coto, nasi, dan 
ikan bakar 
21 LARASATI Barang campuran 
22 BIAN KARYA Percetakan dan sablon 
23 KASIH IBU Jual barang campuran 
24 SAHABAT Jual barang campuran 
25 WKSBM Jual barang campuran 
26 MANDIRI Jual barang campuran 
27 KUBE MAWAR Kue Tradisional 
28 BAJI MUSTIKA Kue Traditional 
 
29 BAKTI 145 Ikan bandeng tanpa tulang 
30 SEMANGAT BARU Penjahitan 
31 DELTA 145 Warkop 
32 APPAKA BAJI Kue Traditional 
33 ROMPE GADING Jual Barang campuran 
34 VETRAN Barang Campuran 
WAJO 35 SEIRAMA Usaha Cetak 
36 SEKAWAN Makanan Jadi 
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37 CEMARA MAkanan JAdi 
38 KRIS Menjual Barang campuran 
39 PURNAMA Makanan jadi 
40 PAHLAWAN Makanan Jadi 
41 BAKTI SOSIAL Jualan Barang campuran 
42 JHO CELL Jualan BArang campuran 
43 SELALU Barang campuran 
44 SENANTIASA Makanan Jadi 
45 SEROJO Makanan jadi 
46 BAJI Barang campuran 
47 PUJI ATI Kue JAdi 
48 BERSAMA Jual Barang campuran 
49 BAIK HATI Makanan jadi 
50 CERIA Makanan jadi 
51 MANDIRI Jual kue campuran 
52 BULAN Jual kue campuran 
53 MELATI Barang campuran 
54 ARWANA Jual Kue 
MAMAJANG 
55 ANGIN MAMIRI Jual barang campuran 






58 WARUNG WISATA 
TERAPUNG 
Makanan jadi TALLO 
59 MAJU BERSAMA Jual barang campuran UJUNG PANDANG 
60 MERDEKA Jual kue tradisional 
TAMALATE 
61 MAKMUR Jual bahan campuran 
62 PUTRI SA’LANG Membuat/ Jual kue dan 
makanan siap saji 
63 JALAN KOTEK Membuat/ Jual kue dan 
makanan siap saji 
64 CUCUR BAYAO Membuat/ jual kue dan 
makanan siap saji 
65 HATI Jualan bahan campuran 
66 NURANI Jual bahan campuran 
67 HATI NURANI Jual bahan campuran  
68 PENCINTA 
LINGKUNGAN 
DAUR ULANG SAMPAH 
69 MAMARITA Jasa cuci motor dan pres 
70 BENGKEL YUNUS Jual alat-alat motor 
71 RAHMAT Pembuatan Jok Sofa, 
kursi, dan jok mobil 
BIRINGKANAYYA 
72 MELATI Penjahitan baju seragam 
sekolah dan pengantin 
73 MELATI Jual barang campuran 




75 MATAHARI Jual makanan jadi MARISO 
76 MAWAR Pembuatan kue dan 
penjualan kue tradisional 
77 RESKI CAHYANI Penjahitan PANAKKUKANG 
















HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang 
dilakukan pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar serta masyarakat penerima 
program, maka adapun hasil penelitian yang didapatkan dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
V.1 Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir 
Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. 
Efektivitas pelaksanaan program Kelompok usaha bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) di Kota Makassar dapat diukur dengan menggunakan teori 
pengukuran efektivitas menurut Martani dan Lubis Dalam penelitian ini, dimana 
penulis membatasi penelitian dengan hanya memfokuskan masalah yang diteliti 
berdasarkan pendekatan proses (process approach) dimana pendekatan ini 
digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari 
semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ektivitas merupakan 
konsep penting dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran 
mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan merupakan 
suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar 
organisasi. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara 
rencana atau target  yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai. 
Jika usaha atau hasil pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan target maka itulah 
yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan 
tidak tercapai sesuai dengan target, maka hal dikatakan tidak efektif. 
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Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi oleh peneliti, 
maka pembahasan secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Terkait mengenai konsep umum dari program KUBE,  program ini 
merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI untuk 
selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di 
Indonesia. Program KUBE adalah program unggulan Kementerian Sosial 
Republik Indonesia dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin. Dengan 
adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni 
membantu keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidup. Selain itu, 
pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 
meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor 
ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, dimana beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)  ini adalah 
bantuan modal usaha kepada beberapa kelompok yang terdiri dari 
keluarga kurang mampu. Semoga program ini akan terus ada, karena 
masih banyak keluarga kurang mampu yang memerlukan bantuan modal 
usaha melalui program KUBE-FM. Apalagi sifatnya bukan individu tapi 
kelompok”  
 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa: 
 
“Tujuan program KUBE ini adalah untuk mengatasi kemiskinan yang ada 
di Indonesia dengan membantu keluarga kurang mampu meningkatkan 
pendapatan/ penghasilan. Sehingga nantinya akan  ada peningkatan 
kemampuan setiap anggota KUBE untuk pemenuhan kehidupan sehari-
hari serta meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial” 
    
Penuturan tersebut juga dibenarkan oleh informan lainnya yaitu kepala 




“KUBE adalah kelompok usaha bersama di bidang jaminan bantuan dan 
pengendalian kesejahteraan sosial. KUBE itu diberikan kepada fakir 
miskin. Dalam bidang kami adalah mengurusi masalah pemberdayaan 
fakir miskin jadi yang diberdayakan adalah keluarga-keluarga yang 
sangat miskin lewat program KUBE ini. Bantuan yang diberikan melalui 
KUBE bukan perorangan tetapi diberikan secara berkelompok minimal 5 
orang dan maksimal 10 orang dalam 1 kelompok.”  
 
Beliau juga menambahkan bahwa: 
 
“Tujuan dan manfaat program ini adalah untuk memberdayakan keluarga 
yang tergolong fakir miskin, sehingga keluarga tersebutitu bisa merubah 
nasib hidupnya menjadi layak dan dapat memenuhi kehidupan sehari-
harinya dengan mudah.”  
 
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan lainnya yaitu Kepala 
Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Makassar, dimana beliau     
menyatakan bahwa: 
“Program KUBE itu artinya program untuk memberdayakan masyarakat 
yang tidak mampu, agar supaya melalui program KUBE mereka dapat 
meningkatkan taraf hidupnya dengan usaha yang dibuat. Adapun tujuan 
dan manfaat dari program ini adalah membantu masyarakat dalam 
meningkatkan taraf hidupnya.”  
 
Adapun informan lainnya yang merupakan salah satu pendamping TKSK 
Dinas Sosial Kota Makassar juga membenarkan pendapat-pendapat diatas, 
dimana beliau mengungkapkan bahwa: 
“KUBE itu kelompok usaha bersama yang terdiri dari beberapa anggota 
yang kebanyakan berjumlah 10 orang. Sasarannya adalah keluarga fakir 
miskin. Menurut saya program KUBE ini adalah program yang bagus 
untuk pengentasan kemiskinan karena melalui KUBE ini setiap kelompok 
diberikan bantuan modal usaha dan memberikan kekeluasaan kepada 
anggota untuk berkreasi dalam berusaha sesuai dengan minat dan bakat 
mereka. Tujuan adalah mengurangi angka kemiskinan dan memberikan 
kesempatan kepada keluarga miskin untuk berusaha. Manfaat dari 
program ini yaitu, selain mereka memiliki pekerjaan juga terjalin 





Dari penuturan para informan diatas, dapat dikatakan bahwa Program 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) memang program yang 
diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dalam hal ini yang tergolong fakir 
miskin, dimana tujuan dari program ini secara umum adalah meciptakan media 
pemberdayaan dalam rangka mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial keluarga miskin.  
Dalam program ini masyarakat yang berasal dari keluarga miskin 
membentuk kelompok, kemudian melakukan pendaftaran dan pengajuan 
proposal kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk selanjutnya diseleksi, 
kemudian pihak Dinas Sosial akan melakukan verifikasi atau proses seleksi 
terhadap proposal yang diajukan. Kelompok KUBE-FM yang pengajuan 
proposalnya dinyatakan lolos seleksi selanjutnya akan diberikan bantuan modal 
usaha untuk menjalankan usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup anggota kelompok. 
Adapun prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat yang ingin 
mendapatkan bantuan modal usaha melalui program KUBE sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Kepala Bidang Jaminan Bantuan dan Pengendalian 
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, dimana beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Kalau prosedurnya, biasanya dilakukan pendataan terlebih dahulu, yang 
dibantu oleh pejabat kelurahan kemudian pihak dinas sosial melakukan 
verifikasi data terkait proposal yang diajukan masyarakat. Jika disetujui 
baru diberikan bantuan KUBE. Adapun bentuk bantuan / tahapan 
pemberian bantuan antara lain pembentukan kelompok yang terdiri dari 5-
10 orang, pengajuan proposal sesuai usaha yang diinginkan dari masing-
masing kelompok yang ditujukan kepada dinas sosial Kota Makassar, 
pembuatan rekening kelompok, pencairan dana, pembelian kebutuhan 
sesuai proposal program kelompok dengan alokasi dana yang sudah 




Selanjutnya informan lainnya yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir 
Miskin juga memberikan pernyataan yang serupa, dimana beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Kelompok yang terbentuk, membuat proposal, kemudian diserahkan ke 
dinas sosial untuk selanjutnya turun ditinjau kelayakannya, kalau 
dinyatakan layak, maka mereka akan diberikan bantuan.”  
 
Dari penuturan beberapa informan di atas, terlihat bahwa prosedur 
pendaftaran yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menerima program ini 
antara lain: 
1. Pengajuan proposal oleh kelompok- kelompok yang terbentuk kepada Dinas  
 Sosial Kota Makassar 
2. Dinas sosial melakukan pendataan dan penjajakan di lapangan untuk menilai  
 kelayakan kelompok dalam menerima bantuan. 
3. Proposal yang lolos seleksi untuk selanjutnya akan mendapatkan bantuan 
modal usaha. 
Prosedur pendaftaran ini bisa dikatakan cukup mudah untuk dilakukan oleh 
kelompok- kelompok yang ingin menerima bantuan program KUBE-FM. Selain 
karena langkah- langkah pendaftaran yang lumayan mudah dan tidak berbelit-
belit, pihak dinas sosial dibantu oleh pejabat kelurahan juga selalu mendampingi 
kelompok dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh kelompok 
dalam mengurus pendaftaran, mulai dari pembuatan proposal hingga 
pengelolaan dana yang cair nantinya. Untuk membuktikan hal ini, penulis 
kemudian mencoba mewawancarai salah seorang masyarakat penerima bantuan 
program KUBE-FM, terkait kemudahan dalam mengikuti prosedur pendaftaran 
serta kendala-kendala yang dihadapi selama pengurusan. Berikut penuturan 
informan yang merupakan salah satu masyarakat penerima bantuan KUBE-FM: 
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“Untuk prosedur pendaftaran dan kendala-kendala yang dihadapi, saya 
rasa tidak ada ji kendala selama pengurusan pendaftaran karena kami 
selalu didampingi oleh pihak dinas sosial, dan jika ada kendala kami 
langsung menanyakan kepada dinas sosia atau orang kelurahan.“ 
 
Berdasarkan penuturan dari masyarakat penerima bantuan program KUBE 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam hal prosedur pendaftaran untuk menerima bantuan 
melalui program ini. Hal ini ditandai dengan besarnya peranan yang ditunjukkan 
oleh dinas sosial Kota Makassar selaku pelaksana dan penanggung jawab 
program KUBE di Kota Makassar, dalam membantu dan mendampingi 
masyarakat selama melakukan pengurusan pendaftaran, mulai dari pembuatan 
proposal yang sesuai dengan keahlian masing-masing kelompok, hingga proses 
pengelolaan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh masing-masing 
kelompok.  
Untuk mengetahui bagaimana proses seleksi untuk menyatakan proposal 
yang diajukan oleh masyarakat layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak, 
penulis menanyakan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan di 
kantor Dinas Sosial. Berikut penuturan dari beberapa informan: 
Kepala Bidang Jaminan Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial menyatakan 
bahwa: 
“Untuk proses seleksi, ada tim seleksi yang dibentuk oleh Dinas Sosial. 
Tim ini secara bersama-sama turun langsung ke lokasi untuk melakukan 
proses seleksi.” 
 
Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin juga menyatakan bahwa: 
“Kalau proses seleksinya, setelah tim melakukan peninjauan di lapangan 
untuk melihat apakah betul anggotanya adalah betul penyandang 
masalah sosial dalam hal ini kategori fakir miskin dan dinyatakan 





 Dari beberapa hasil wawancara dengan para informan, maka dapat 
disimpulkan bahwa proses seleksi untuk menyatakan proposal yang diajukan 
oleh masyarakat layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak, terlebih dahulu 
dilakukan oleh dinas sosial yang kemudian melakukan peninjauan ke lokasi 
melalui bantuan dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ke lokasi. 
Setelah dinyatakan layak untuk menerima bantuan, proposal dari kelompok- 
kelompok KUBE menunggu pencairan secara kolektif setelah kuota penerima 
bantuan terpenuhi. 
 
V.1.1 Proses Sosialisasi Program KUBE-FM Kepada Masyarakat 
Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program. Demikian 
halnya dengan program KUBE pada Dinas Sosial Kota Makassar yang tentunya 
akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait 
berjalan dengan baik. 
Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku 
pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program 
KUBE menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan 
pelaksanaan program KUBE ini. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat 
diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang 
merupakan sasaran dari program yang bersangkutan. 
Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam 
mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang 
efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai 
keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik 
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proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula 
pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut. 
Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi 
lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. 
Terkait proses sosialisasi program KUBE yang di lakukan oleh Dinas 
Sosial Kota Makassar, setelah penulis melakukan penulusuran lewat hasil 
wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
sendiri kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 
Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 
menyatakan bahwa : 
“ini juga yang menjadi kekurangan dari program ini, dalam artian kami 
sudah melakukan sosialisasi akan tetapi dalam setahun itu cuma satu kali. 
Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk melakukan hal itu. Jadi yang 
kami harapkan bahwa masyarakat yang lebih proaktif dalam mencari 
informasi.” 
Pernyataan dari Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial diperkuat dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Makassar, yang menyatakan 
bahwa : 
 “Sosialisasi yang dilakukan itu hanya dilakukan sekali, karena kami 
menganggap bahwa program ini sudah banyak diketahui oleh 
masyarakat miskin dan juga melalui pemerintah di tingkat kelurahan juga 
dihimbau untuk menginformasikan kepada masyarakatnya terkait 
program ini” 
Untuk mencari informasi yang lebih akurat, penulis kemudian menggali 
informasi dari beberapa masyarakat yang mengajukan proposal bantuan KUBE, 
yang menyatakan bahwa: 
 “kami ini kalau dari masyarakat bisa tau ini program dari informasi dari 
mulut kemulut. Itu pun informasi ini berputar dalam kalangan tertentu saja 
karena tidak sampai menyeluruh informasinya. Yah yang diharapkan untuk 
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kedepannya bagaimana ini sosialisasi bisa menyentuh semua masyarakat, 
minimal sosialisasi setiap kecamatan.” 
 Masyarakat lain yang penulis wawancarai juga berpendapat serupa, 
yang menyatakan bahwa: 
“Kalau ini program lama mi selalu kudengar, tapi waktu saya mengajukan 
proposal itu karena pegawai kelurahan yang informasikan kalau dibuka 
lagi pendaftaran program KUBE” 
Dengan melihat kondisi di lapangan terkait cara yang digunakan oleh 
pihak pelaksana program dalam mensosialisasikan program KUBE, penulis 
merasa masih minim, karena hanya disampaikan melalui forum-forum 
pertemuan pihak-pihak tertentu saja, itupun informasi akan bantuan ini lebih 
banyak tersebar dari mulut ke mulut. Pihak dinas sosial masih tergolong jarang 
melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, ataupun memasang 
spanduk-spanduk terkait program KUBE. Hal ini diakui oleh pihak dinas sosial 
disebabkan oleh adanya keterbatasan dana untuk membiayai proses sosialisasi 
tersebut. Media komunikasi yang cukup sederhana ini menghambat kelancaran 
penyampaian informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya berdampak 
pada sulitnya masyarakat untuk mengakses program ini. Selain itu, masih 
kurangnya respon masyarakat terhadap program ini lebih dikarenakan belum 
adanya pemahaman yang memadai tentang konsep program KUBE yang 
diberikan oleh dinas sosial kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena proses 
sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas sosial masih tergolong sangat 
minim. Sebelum program ini terlaksana, pihak dinas sosial memang sudah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini namun tidak cukup 
sering sehingga masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan 
program ini, menjadi tidak mendapatkan informasi dan akses yang baik untuk 
ambil bagian dalam program ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari 
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pemerintah dalam hal ini dinas sosial agar lebih bisa menjalin komunikasi yang 
baik dengan masyarakat miskin selaku sasaran dari program KUBE.  
V.1.2 Kelompok Sasaran 
Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki 
sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan 
program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap 
program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di 
masyarakat. Demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat 
oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang tergolong 
kurang mampu. Program pemberdayaan seperti program KUBE seharusnya 
diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan 
melalui program ini.  
Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang bisa mendapatkan 
bantuan dana untuk usaha ini hanya yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengenai 
persyaratan untuk mendapatkan bantuan, antara lain yaitu : 
“Kriteria untuk mendapatkan bantuan melalui program KUBE antara lain: 
(1) berasal dari keluarga miskin yang pendapatannya rendah dan tidak 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) tidak punya pekerjaan 
tetap dan biasanya banyak anak, (3) ada usaha yang akan dikelola, (4) ada 
tempat usaha.” 
 
Pernyataan dari bapak Kepala Dinas Kota Makassar ini diperkuat dengan 
hasil wawancara penulis dengan kepala seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas 
Sosial Kota Makassar yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 
“Adapun kriteria yang ditetapkan untuk menerima bantuan program KUBE 
antara lain: (1) termasuk keluarga miskin berdasarkan hasil pemantauan 
dan verifikasi di lapangan oleh tim pemantau, (2) tidak punya penghasilan 
tetap/ tidak memiliki pekerjaan, (3) memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak 
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mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar,(4) kondisi rumah yang 
tidak layak huni, (5) proposal yang diajukan harus masuk akal/ sesuai 
dengan keahlian, (6) kepengurusan kelompok harus jelas dalam artian 
ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok.” 
 
Setelah adanya kriteria yang harus dipenuhi dalam permohonan bantuan 
KUBE, yang selanjutnya menjadi perhatian penulis yaitu ketapatan sasaran dari 
program ini, dalam artian masyarakat yang diberikan bantuan benar-benar layak 
untuk mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan hasil penulusuran penulis 
dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber ditemukan 
bahwa program ini sudah tepat sasaran dikarenakan bahwa dalam prosesnya 
masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus memasukkan proposal 
mengenai usaha apa yang akan dilakukan. Setelah itu di data oleh pihak Dinas 
Sosial, dari data tersebut lalu ditinjau langsung oleh tim pemantau. Dalam hal ini 
yang ditinjau apakah masyarakat yang memasukkan proposal bantuan sudah 
memenuhi syarat sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan dan dalam 
proses penyeleksian proposal dari Dinas Sosial benar-benar sangat ketat, ketika 
pada saat tim peninjau yang diutus menemukan sesuatu yang ganjal dalam 
artian tidak sesuai dengan kriteria maka tidak akan disetujui permohonan 
bantuannya. Yang diutarakan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan 
kepala bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 
menyatakan bahwa : 
“dapat dilihat dari proses penyeleksian proposal sampai pada tahap 
peninjauan oleh tim, program ini sudah tepat sasaran. Karena syarat yang 
diberikan itu sudah ketat dan sesuai dengan prosedur yang ada.” 
 
Pernyataan dari kepala dinas diperkuat lagi dengan hasil wawancara penulis 
terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan fakir Miskin, yang menyatakan bahwa : 
“sudah jelas program ini tepat sasaran, prosesnya saja sudah ketat. Apa 
lagi pada saat pelaksanaan program kami sudah tranparan kepada semua 
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pihak. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang buruk bisa dijaminkan tidak 
ada” 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran penulis ke beberap lokasi KUBE dan 
wawancara dengan salah masyarakat penerima bantuan KUBE, yang 
menyatakan bahwa : 
“Dari 10 anggota KUBE kami, itu semua miskin kodong tapi sejak 
dapatki bantuan modal usaha, jadi bikin maki bengkel kecil-kecilan 
walaupun untungnya sedikit karena sedikitji modal diputar apalagi 
untungnya di bagi 10 orang”   
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas, penulis bisa 
mengatakan bahwa program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) 
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar ini sudah tepat sasaran. Hal 
ini terlihat ketika penulis menulusuri proses pelaksanaan program ini sampai 
mengunjungi beberapa penerima bantuan KUBE-FM di lapangan. Melalui proses 
seleksi yang begitu ketat oleh tim yang ditunjuk oelh pihak dinas sosial sehingga 
akhirnya dapat menentukan penerima bantuanadalah yang berasal dari kategori 
keluarga miskin yang memiliki kesamaan tujuan atau keterampilan untuk 
bersama-sama membentuk sebuah kelompok usaha yang akan diberikan 
bantuan modal usaha dari pemerintah. Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama 
pemerintah di tingkat kelurahan yang kemudian memperhatikan warganya yang 
termasuk kategori miskin sekaligus memberikan arahan atau bantuan untuk 
pengajuan proposal bantuan KUBE bagi warganya yang memenuhi kriteria 






V.1.3 Bantuan Dana/ Anggaran Dari Pemerintah Untuk Pelaksanaan 
Program. 
 Dalam pelaksanaan suatu program, masalah anggaran tentu merupakan 
salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber 
pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan 
mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, 
salah satu aspek pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program 
pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh 
pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang bersangkutan. 
 Demikian halnya dengan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh beberapa 
aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan / anggaran yang dialokasikan 
oleh pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Adapun jumlah anggaran yang 
dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2014 dalam hal pendanaan program 
KUBE berkisar antara 10 juta / kelompok. Hal ini di dukung dengan hasil 
wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang menyatakan 
bahwa : 
“untuk tahun anggaran 2014 kemarin anggaran untuk KUBE yaitu 10 juta 
sesuai dengan hasil keputusan pemerintah dengan DPRD Kota. Dan 
menurut saya jumlah bantuan yang diberikan ini cukup besar. Karena ini 
dana bantuan ibaratnya dana mati bukan dana pinjaman yang sewaktu-
waktu harus dikembalikan” 
 
Permasalahan jumlah bantuan dana yang diberikan ini juga berbanding lurus 
dengan hasil wawancara penulis bersama salah satu anggota KUBE, yang 
menyatakan bahwa : 
“iye alhamdulilah, untuk bantuan yang diterima kemarin sekitar 10 juta. Ya 
walaupun itu harus diteruskan dalam bentuk barang itu pun bagi kami dana 
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sebesar itu tergolong kecil, karena yang menjadi anggota kube itu rata-rata 
orang yang tergolong kurang mampu. Makanya saya bilang cukup kurang 
itu bantuan” 
 
Sesuai hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan 
bahwa jumlah bantuan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk setiap 
kelompok KUBE sebesar Rp.10.000.000,00 pada tahun 2014. Sedangkan Total 
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendanaan program ini 
adalah sebesar Rp.770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 
tahun 2014. 
 
Tabel V.1 Pengalokasian anggaran dari pemerintah Kota Makassar untuk 
program KUBE tahun 2014 
 










keluarga miskin melalui 
bantuan KUBE 




b. Gusung  
c. Kodoingareng  
d. tamalaba  
e. camba berua  
f. pattingalloang  
g. ujung tanah 





4. Kecamatan Tallo 
a. Lakkang 


















































Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2014 
   
 Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, diberikan langsung ke 
rekening masing-masing kelompok. Untuk mengetahui bagaimana metode yang 
digunakan dalam penyaluran dana dari pemerintah daerah dalam rangka 
pelaksanaan program KUBE, penulis kemudian mencari informasi melalui proses 
wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang menyatakan 
bahwa : 
“untuk penyaluran bantuan program KUBE yaitu, misalnya sudah ada 
kelompok yang disetujui proposal bantuannya. Setelah itu pihak 
pemerintah daerah langsung mentransfer sejumlah uang sesuai dengan 




Pernyataan dari bapak Kepala Dinas Sosial Kota Makasssar ini diperkuat dengan 
hasil wawancara penulis terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin di 
Dinas Sosial Kota Makassar, yang menyatakan bahwa : 
 “untuk metode pencairan dana itu ya langsung ditransferkan ke rekening 
KUBE masing-masing. Akan tetapi pengambilannya itu dana tetap 
diawasi oleh pendamping yang telah ditunjuk sebelumnya. Karena itu 
bantuan sebenarnya bukan dalam bentuk uang langsung tapi dalam 
bentuk barang. Makanya perlu pengawasan agar bantuan tersebut betul 
digunakan dengan baik”. 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
pencairan dana yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah 
daerah mentransferkan bantuan tersebut kerekening KUBE. Setelah itu ketika 
ingin mengambil bantuan tersebut, ketua maupun sekretaris KUBE harus 
didampingi oleh pendamping yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota 
Makassar. Setelah itu, pendamping bersama anggota KUBE mengadakan 
barang maupun inventaris usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha 
yang telah diajukan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya. Ketika 
proses pengadaan barang usaha telah selesai anggota KUBE harus membuat 
laporan pertanggung jawaban mengenai pembelian barang tersebut yang 
kemudian bersama pendamping diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar 
untuk ditindak lanjuti. 
Akan tetapi pernyataan dari kepala dinas sosial kota Makassar dan 
kepala seksi pemberdayaan masyarakat miskin tidak sesuai dengan pernyataan 
yang dilontarkan oleh salah seorang anggota KUBE, yang menyatakan bahwa : 
“metode pencairannya itu memang langsung ditransferkan ke rekening 
yang kami punya, Cuma kalau untuk pendamping saya juga kurang tau 
karena pada saat saya ambil itu dana, saya cuma sendiri ambil langsung 




Dengan adanya perbedaan pernyataan tersebut penulis kemudian kembali 
menyelediki secara seksama perbedaan pernyataan terssebut dengan 
mewawancarai salah seorang pendamping. Adapaun pernyataan dari 
pendamping tersebut yaitu : 
“kalau untuk cara pencairannya itu dana bantuan memang langsung di 
transfer ke rekening kelompok, tapi masalah yang harus didampingi pada 
saat pengambilan dana di bank seharusnya memang seperti itu karena 
sesuai dengan aturan. Nah itu sebenarnya yang jadi permasalahan 
karena ini pendamping yang di dinas sosial bukan Cuma pendamping 
untuk program ini tapi jadi pedamping untuk semua program yang ada di 
dinas sosial.jadi ketika mau di damping secara keseluruhan itu sulit.” 
 
Dari penulusuran ulang yang dilakukan oleh penulis mendapatkan sebuah 
hasil yang kontradiksi dengan yang di dapatkan sebelumnya. Secara aturan yang 
dimiliki oleh Dinas sosila dalam program ini, dalam mekanisme pancairan 
bantuan seharusnya di dampingi oleh pendamping dari Dinas sosial Kota 
Makassar akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga hal 
ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Mengingat bahwa pendamping pada 
dinas sosial bukanlah pendamping yang difokuskan pada satu program saja 
melainkan pada semua program yang dilakukan oleh dinas sosial.   
Dalam pemberian bantuan modal usaha kepada KUBE yang telah 
disetujui proposal bantuan usahanya, besaran bantuan yang diberikan tiap 
kelompok itu sama, dalam artian tidak ada pemangkasan anggaran baik dari 
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar maupun dari 
pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi KUBE. Hal ini diperkuat 
dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar 
yang menyatakan bahwa : 
“sudah jelas permasalahan pemberian bantuan itu tidak ada 
pemangkasan atau pun perbedaan besaran bantuan yang diberikan 
kepada KUBE. Karena dalam pemberian bantuan ini kami menerapkan 
transparansi kepada semua pihak. Bahaya ketika ada pihak yang mau 
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maini ini dana karena sudah jelas aturan mainnya, bahwa besaran 
bantuan tiap KUBE itu sama sebesar 10 jt. Proses pencairannya pun itu 
langsung ditransferkan kerekening kelompok bersangkutan jadi dapat di 
yakinkan bahwa tidak ada pemotongan dana bantuan yang diberikan” 
 
Pernyataan bapak Kepala Dinas Sosial Kota Makassar ini diperkuat dengan hasil 
wawancara dengan salah  satu kepala seksi pemberdayaan fakir miskin, yang 
menyatakan bahwa : 
 “jumlahnya itu bantuan tiap KUBE itu sama karena sesuai dengan rapat 
anggarannnya pemerintah dengan DPRD kota makassar. Setelah dana 
itu dicairkan ka nada laporan yang kami buat sebagai bukti bahwa 
besaran dana yang diberikan itu sama Jadi betul-betul murni itu dana, 
tidak ada pemotongan sedikit pun” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa besara bantuan 
dana yang diberikan ke tiap kelompok masing-masing itu sebesar 10 juta. Dan 
dalam proses pencairannya tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam hal ini dinas sosial kota Makassar maupun oknum yang terkait 
pada program KUBE ini. 
 
V.1.4 Kesesuaian Jenis Usaha dengan Bentuk Bantuan Modal Usaha yang 
Disalurkan  
Kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang 
disalurkan menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan oleh 
pemerintah agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima 
program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. 
Hal ini bertujuan agar kelompok-kelompok KUBE yang dinyatakan layak untuk 
diberikan bantuan dapat menjalankan usaha mereka secara optimal.  
Untuk mengetahui berapa jumlah bantuan modal usaha yang disalurkan 
kepada masing-masing kelompok KUBE dan apakah bantuan ini disesuaikan 
dengan jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tersebut, penulis 
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kemudian melakukan observasi dengan wawancara kepada pihak Dinas Sosial 
serta masyarakat anggota kelompok KUBE. Berdasarkan hasil wawancara dari 
kepala Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Dinas Sosial 
Kota Makassar yang menyatakan bahwa : 
“untuk permasalahan jumlah bantuan yang diberikan untuk tiap KUBE itu 
sama. Hal ini dikarenakan secara kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah kota sendiri sebesar 10 juta, jadi untuk besaran dana bantuan 
pasti sama. Kalau untuk kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan 
usaha yang akan dijalankan sudah pasti sesuai, sama halnya yang saya 
katakan sebelumnya, bahwa ketika ada masyarakat yang mengajukan 
permohonan bantuan itu harus menyetor semacam proposal. Setelah itu 
dicairkan uangnya dan didampingi bersama pendamping untuk 
merealisasikan dana tersebut menjadi barang. Itupun bersama dengan 
masyarakat. Jadi bisa dipastikan bantuan yang diberikan sudah sesuai.” 
 
Pernyataan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Diperkuat dengan adanya hasil 
wawancara penulis bersama salah satu anggota KUBE, yang menyatakan 
bahwa  
“iye betul itu kalau jumlah bantuan yang diberikan memang sama 
besarnya. Nah ini juga kalau kita mau bilang sesuai atau tidak, bagi saya 
kedua-duanya, kenapa saya bilang seperti itu karena kan jenis usaha yang 
kita ajukan itu tidak semuanya sama baru modal yang diperlukan juga tidak 
sama. Misalnya ada yang disetujui untuk usaha kue, dan ada yang disetujui 
untuk usaha bengkel. Modal usaha untuk itu kan berbeda, makanya saya 
bilang antara sesuai dengan tidak. Kalau usaha KUBE kami itu bengkel, 
jadi dikasih bantuan berupa alat-alat bengkel karena proposal yang kami 
ajukan di bidang itu” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa besaran 
bantuan yang diberikan pada program KUBE ini sama jumlahnya yaitu sebesar 
10 juta. Akan tetapi pada perihal kesesuaian modal dengan usaha yang 
dilakukan oleh KUBE terjadi perbedaan pemahaman. Dari Dinas Sosial Kota 
Makassar menyatakan bahwa modal dan usaha yang dilakukan itu sudah sesuai, 
akan tetapi tanggapan dari salah satu anggota KUBE justru agak berbeda dalam 
hal besaran bantuan yang diberikan, hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah 
usaha yang berbeda pasti membutuhkan besaran modal yang berbeda pula. Jadi 
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menurut informan tersebut ketika ada proposal bantuan usaha yang disetujui dan 
di anggap membutuhkan bantuan yang lebih besar, seharusnya diberikan modal 
yang sebanding pula. 
  
V.1.5 Penyaluran Bantuan Modal Usaha Kepada Masyarakat Yang Mengikuti 
Program KUBE-FM 
 Salah satu aspek yang juga cukup berpengaruh dalam keefektifan 
pelaksanaan program KUBE pada Dinas Sosial Kota Makassar adalah mengenai 
penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti program 
KUBE. Penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima bantuan 
program seyogyanya harus dillakukan secara jelas, transparan dan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. Bila penyaluran bantuan modal usaha kepada 
masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan tersebut, 
maka pencapaian tujuan yang diharapkan melalui program Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) ini akan dengan mudah dicapai. Sebagaimana yang diketahui 
bahwa tujuan dari program KUBE adalah membantu masyarakat yang berasal 
dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan berusaha 
sehingga dengan begitu, mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya serta 
memperbaiki kondisi ekonomi mereka ke arah yang lebih baik. 
Adapun mengenai bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan oleh pihak 
pemerintah kepada kelompok-kelompok KUBE berdasarkan penelusuran penulis 
di lapangan dari hasil wawancara, diketahui bahwa bentuk bantuan modal usaha 
yang diberikan oleh dinas sosial Kota Makassar berbeda dari bantuan modal 
yang diberikan oleh dinas-dinas sosial di daerah lain. Jika daerah lain diberikan 
bantuan modal berupa sejumlah uang tunai yang langsung diserahkan oleh 
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pemerintah  kepada masyarakat anggota KUBE, maka di Kota Makassar sendiri, 
pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha berupa penyediaan barang/ 
peralatan yang disesuaikan dengan jenis usaha dan keahlian dari kelompok-
kelompok KUBE yang terbentuk serta disesuaikan dengan jumlah bantuan yang 
akan diberikan. Dari informasi yang didapatkan oleh penulis, penyaluran bantuan 
dalam bentuk penyediaan barang / peralatan usaha yang nantinya diserahkan 
kepada tiap-tiap KUBE untuk dimanfaatkan sesuai keterampilan yang dimiliki, 
cukup beralasan karena adanya kekhawatiran tersendiri dari pihak dinas sosial 
selaku pelaksana bahwa jika bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai, 
ada kemungkinan masyarakat penerima bantuan tidak mengelola dana tersebut 
sebagaimana mestinya tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan yang 
lain. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu 
narasumber yaitu kepala dinas sosial kota Makassar yang menyatakan bahwa : 
“untuk bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada KUBE 
sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yaitu berupa barang. Misalnya 
bantuan kepada KUBE yang bergerak dalam bidang perbengkelan jadi 
bantuan yang diberikan itu berupa alat-alat bengkel akan tetapi nominal 
yang diberikan ya sesuai dengan kebijakan yang ada. Walaupun bentuk 
awalnya ya tetap berupa uang yang kemudian di transfer kerekening ketua 
kelompok yang kemudian akan di temani untuk membeli keperluan barang 
usahanya. Walaupun dalam prakteknya saya akui masi terdapat 
kelemahan” 
 
Hal ini juga diperkuat dan ditambahkan dengan hasil wawancara dengan kepala 
seksi pemberdayaan fakir miskin yang menyatakan bahwa : 
“iya betul bahwa bentuk bantuan yang diberikan itu seharusnya berupa 
barang, akan tetapi dalam pelaksanaanya ini program saya akui masih 
banyak kelemahannya. Kan seharusnya bantuan dalam bentuk barang 
Cuma karena kesibukan dan kekurangan orang sehingga bantuan itu 
langsung di transferkan ke rekening ketua kelompoknya saja. Akan tetapi 
kami sudah berupaya agar bantuan ini sesuai dengan niatan awal jadi kami 





Pendapat serupa juga disampaikan oleh salah seorang KUBE yang diberikan 
bantuan oleh pemerintah kota Makassar yang menyatakan bahwa “ 
“kalau aturannya yang saya dengar mau ki di kasi barang Cuma pada saat 
disetujui itu usulan bantuan yang di kasi malah uang yang dtransferkan ke 
rekening. Ya bagi kami ini masyrakat ikut saja kan tujuannya tetap ji sama.” 
 
 Dari penuturan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
bantuan yang diberikan itu langsung berupa uang yang kemudian di transfer ke 
rekening masing=masing KUBE. Hal ini justru berbeda dengan aturan yang di 
tetapkan sebelumnya bahwa bentuk bantuan yang diberikan itu berupa barang 
yang besarannya dan jenisnya disesuaikan dengan usaha yang akan dilakukan 
oleh masyrakat. Perubahan bentuk bantuan tersebut dikarenakan kurangnya 
sumber daya manusia yang digunakan untuk menjalankan program ini sehingga 
dinas sosial kota Makassar berinisiatif untuk langsung mengirimkan bantuan 
tersebut dalam bentung uang ke rekening kelompok. 
Adapun mekanisme secara jelas mengenai penyaluran bantuan modal 
usaha kepada kelompok-kelompok KUBE sesuai dengan aturan yang ada adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengajuan proposal ke Dinas Sosial kota makassar untuk mendapatkan 
bantuan program.  
2. Dinas Sosial melakukan peninjauan ke lapangan. 
3. Proposal yang masuk kemudian diseleksi kelayakannya untuk menerima 
bantuan. 
4. Setelah dinyatakan lolos seleksi, kemudian dinas sosial kota 
Makassarmelakukan peninjauan ulang terkait kelayakan calon penerima 
bantuan untuk diberikan bantuan melalui program KUBE. 
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5. Dana yang sudah dikucurkan, disalurkan langsung oleh pemerintah 
dalam hal ini dinas sosial kota Makassar ke rekening masing-masing 
kelompok KUBE. 
6. Petugas pendamping bersama dengan pengurus kelompok (ketua, 
sekretaris dan bendahara kelompok) melakukan pengambilan dana di 
bank. 
7. Setelah pengambilan dana dilakukan, petugas pendamping membantu 
dalam penyediaan barang / peralatan usaha,  
8. Setelah proses pembelian barang selesai dilakukan, maka baik KUBE 
maupun petugas pendamping harus membuat laporan pertanggung 
jawaban terkait pencairan dana di bank atau serah terima pembelian 
barang / peralatan usaha yang akan disampaikan ke dinas sosial. 
 
Di Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota 
Makassar No. 460/241/DINSOS/IV/2014 tentang nama dan lokasi penerima 
bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga fakir miskin di Kota Makassar 
tahun anggaran 2014 terdapat beberapa jenis usaha yang telah dijalankan oleh 
masyarakat yang berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama diantaranya 
usaha warung, penjualan kue tradisional, penjahitan, bengkel, jual barang 
campuran, dan sebagainya 
Akan tetapi berdasarkan penulusuran penulis dilapangan menemukan 
bahwa pada mekanisme yang dikeluarkan oleh dinas sosial kota Makassar tidak 
sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pada poin 6 sampai dengan poin 8 
tidak berjalan secara maksimal. Pendamping yang ditugaskan untuk 
mendampingi kelompok dalam pengambilan dana tidak mendampingi kemudian 
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pada saat pembelian barang usaha itu tidak jelas apakan kemudian di damping 
secara langsung atau tidak dan pada proses poembuatan laporan itu tidak jelas 
sehingga pada mekanisme ini dapat dismpilkan kuran efektif dalam artian jauh 
dari aturan yang kemudian di sepakati. 
Dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota makassar 
melalui dinas sosial kota Makassar, dinas sosial memiliki TKSK yang berfungsi 
sebagai perpanjangan tangan terhadap semua kegiatan Dinas Sosial di setiap 
Kecamatan tanpa terkecuali pendampingan program KUBE. Tim ini juga 
bertugas untuk mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh KUBE dan 
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu 
melakukan sidak dalam waktu yang tidak ditentukan dalam hal ini bapak Kepala 
Dinas ataupun Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan 
sosial beserta Jajarannya. Adapun bentuk pengawasan langsung yang dilakukan 
oleh dinas sosial itu melalui pendamping TKSK adalah sesekali meninjau 
pelaksanaan di lokasi KUBE. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis 
dengan salah satu pendamping (TKSK) yang menyatakan bahwa : 
“tugas pendamping TKSK itu adalah sebagai perpanjangan tangan dinas 
sosial di kecamatam yang memberikan arahan sekaligus melakukan 
pengawasan terhadap segala kegiatan Dinas sosial termasuk 
pendampingan terhadap penerima bantuan KUBE, agar jalannya usaha 
tersebut sesuai dengan tujuan dilakukannya usaha itu” 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang 
masyarakat yang merupakan anggota KUBE yang menyatakan bahwa: 
“untuk permasalahan pengawasan ini iye, ada yang pernah datang katanya 
dia pendamping kecamatan untuk pantau pelaksaannnya ini usahaku. 
Pernah juga Orang dinas sendiri datang ke lokasi tempat usaha yang kami 




Sesuai dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh KUBE sebenarnya tetap di awasi oleh 
Dinas Sosial Kota Makassar, baik dari Pejabat Dinas Sosial maupun melalui 
perpanjangan tangannya yaitu TKSK akan tetapi ini dianggap kurang efektif 
karena pengawasan itu tidak dilakukan secara berkala yang dikarenakan jumlah 
pendamping yang dianggap kurang apalagi pendamping itu bukan hanya 
bertugas menjadi program KUBE tapi semua program dari dinas sosial yang ada 
di kecamatan masing-masing pendamping. 
 
V.1.6 Penyuluhan Keterampilan Berusaha Bagi Masyarakat yang Menjadi  
Anggota KUBE-FM 
Dalam pelaksanaan program Kelompok usaha Bersama (KUBE), 
disamping proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana program, 
proses penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat  yang menjadi 
anggota kelompok juga turut berperan dalam pencapaian efektivitas dari 
pelaksanaan  program KUBE. Dimana dalam penyuluhan keterampilan 
berusaha ini, masyarakat dilatih untuk lebih mengembangkan keterampilan 
berusaha yang mereka miliki. Hal ini penting agar masyarakat lebih matang dan 
siap untuk mengelola usaha yang akan mereka jalankan nantinya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan selama melaksanakan 
penelitian di Dinas Sosial Kota Makassar, akhirnya diketahui dari beberapa 
informan yaitu salah satunya Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial: 
“Kami dari dinas sosial melakukan penyuluhan keterampilan berusaha 
bagi penerima bantuan KUBE-FM, baik itu berupa terjun langsung ke 
lapangan maupun mengumpulkan semua anggota KUBE-FM lalu 
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menghadirkan pihak berkompeten untuk memberikan penyuluhan 
wirausaha” 
Pernyataan dari Kepala Bidang pengendalian bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial ini ditanggapi berbeda melalui hasil wawancara yang 
penulis lakukan dengan informan dari 2 KUBE-FM berbeda, yang mengatakan 
bahwa : 
 “Iye, ada penyuluhan keterampilan nalakukan dinas sosial waktu resmi 
maki terima bantuan KUBE-FM. Pernahki di kumpul, baru dikasih 
penyuluhan sama orang yang jago berbisnis dan pernah juga datang 
orang dinas di tempat usahaku kasih arahan walaupun sedikitji. Tapi satu 
kali ji itu dilakukan” 
Pernyataan ini diperkuat oleh penerima bantuan KUBE-FM lainnya, yang 
mengatakan bahwa : 
“kalau penyuluhan pernah nalakukan dinas sosial tapi satu kali ji, itupun di 
kasih kumpul semua penerima KUBE-FM baru dikasih tips-tips berbisnis. 
Pernah ki juga nadatangi tapi samaki pendamping, jadi sekaligus na awasi 
juga perkembangannya usahaku bede”. 
Dari hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa terkait penyuluhan 
keterampilan berusaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan 
mendatangkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan biasanya 
didapatkan dari internal Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Makassar. Pihak 
dinas sosial biasanya terjun langsung ke lokasi KUBE-FM untuk memberikan 
penyuluhan kewirausahaan kepada anggota KUBE-FM, bahkan terkadang pihak 
dinas sosial mendatangkan pihak berkompeten dan mengumpulkan kelompok 
KUBE-FM untuk diberikan penyuluhan secara keseluruhan. Akan tetapi 
penyuluhan ini masih dianggap belum efektif karena pelaksanaannya yang tidak 
berkelanjutan karena minimnya dana yang disiapkan untuk program ini 
penyuluhan ini. Terkait permasalahan keterbatasan anggaran penyuluhan ini 
kemudian diperkuat melalui hasil wawancara penulis dengan beberapa informan 
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dari pihak dinas sosial, yaitu kepala Bidang pengendalian bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial, yang mengatakan bahwa : 
“Kami dari dinas sosial tidak bisa berbuat banyak perihal penyuluhan 
keterampilan ini, karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk 
penyuluhan olehnya itu penyuluhan hanya dilakukan sekali dengan 
mengumpulkan semua anggota KUBE-FM” 
Informasi tambahan, penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala 
Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin yang mengatakan bahwa : 
“Selain penyuluhan secara keseluruhan, dinas sosial langsung turun ke 
lokasi KUBE-FM untuk memberikan arahan dan tips-tips usaha, walaupun 
kegiatan ini dirangkaian dengan agenda pengawasan dan melihat 
perkembangan jalannya usaha KUBE yang dilakukan oleh pihak dinas 
sosial” 
Terkait dengan informasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
penyuluhan keterampilan berusaha bagi penerima bantuan Kelompok Usaha 
Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini 
memang masih tergolong minim. Keterbatasan anggaran/dana menjadi faktor 
utama permasalahan tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya pihak dinas 
sosial selaku pelaksana harus diberi apresiasi atas segala yang telah dilakukan 
dan penulis anggap telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan 
penyuluhan mengenai keterampilan berusaha. Hal ini ditandai dengan 
dilakukannya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang merupakan orang-
orang berkompeten atau ahli dibidangnya bagi masyarakat penerima bantuan 
KUBE-FM walaupun kerjasama yang dilakukan tidak berkelanjutan karena 
permasalahan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain 
mendatangkan orang dari luar Dinas sosial atau Pemkot Makassar, Pihak dinas 
sosial juga terkadang menggunakan tenaga dari internal Pemkot Makassar yang 
dianggap memiliki kemampuan khusus terkait pengembangan KUBE-FM. 
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Terlepas dari permasalahan anggaran yang dikeluhkan oleh pihak dinas sosial, 
akan tetapi selaku pelaksana dan penanggung jawab program mestinya 
mengupayakan agar penyuluhan-penyuluhan keterampilan berusaha lebih 
sering lagi dilakukan, karena ketika membangun sebuah usaha apalagi dalam 
konteks pengembangan KUBE-FM yang anggotanya adalah adalah masyarakat 
miskin sangat penting agar penyuluhan yang dilakukan lebih berkelanjutan demi 
menjaga semangat dari penerima bantuan untuk mengembangkan usahanya 
V.1.7 Proses Pendampingan Bagi KUBE-FM yang Terbentuk 
Berbicara mengenai proses pendampingan, tentu saja ini masih menjadi 
hal yang penting dilakukan dalam pengembangan seseorang ataupun kelompok 
yang belum mandiri dalam pengembangan diri maupun kelompoknya. Dalam 
konteks Program KUBE ada banyak tantangan yang akan dihadapi di lapangan 
oleh para penerima bantuan KUBE-FM sehingga  perlu dilakukan kegiatan 
pendampingan terhadap anggota-anggota KUBE-FM tersebut. Pendampingan 
dilakukan agar upaya penumbuhkembangan KUBE terlaksana dengan baik dan 
berkesinambungan. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu 
proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan para anggota KUBE 
dalam rangka memperkuat dukungan, memecahkan masalah, memotivasi, 
memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggota KUBE dalam menjalankan 
usahanya.  
Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatan pendampingan, para 
pendamping sosial dapat menjalankan berbagai peranan berikut ini: 
a. Perencana. Perencanaan memerlukan visi berorientasi ke depan sebagai 
kekuatan pendorong dalam mengembangkan potensi dan peningkatan 
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kemampuan. Pendamping sosial sebagai perencana bertugas membantu 
kelompok KUBE menetapkan tujuan dan merumuskan perencanaan yang 
efektif. 
b. Pembimbing. Sebagai pembimbing, pendamping dituntut kemampuan dan 
keterampilannya untuk mengajak, mengarahkan dan membina kelompok 
KUBE sehingga mereka dapat mengerti, memahami dan melaksanakan hasil 
bimbingan secara aktif dan kreatif. 
c. Pemberi informasi. Petugas pendamping memberikan penjelasan tentang 
gambaran umum program pengentasan kemiskinan, manfaat melakukan 
aktivitas dengan pendekatan KUBE, cara mengembangkan kegiatan sosial, 
ekonomi, dan kelembagaan KUBE. 
d. Motivator. Petugas pendamping memberikan rangsangan dan dorongan 
semangat kepada anggota KUBE sehingga mereka dapat mengenali 
masalah dan kekuatan yang dimilikinya. Melalui kesadaran tersebut, 
pendamping dapat memunculkan partisipasi dari anggota KUBE sehingga 
diharapkan dapat merubah sikap, pola pikir dan mengembangkan potensinya 
melalui upaya pemberdayaan yang dilaksanakan. 
e. Penghubung. Sebagai penghubung, petugas pendamping diharapkan mampu 
menghubungkan kelompok KUBE dengan sumber –sumber yang dibutuhkan. 
Pendamping bertugas menentukan dan memanfaatkan serta melestarikan 
sumber- sumber tersebut. 
f. Fasilitator. Pendamping memberikan berbagai kemudahan, baik berupa 
barang, peralatan, sehingga membantu kelompok KUBE meningkatkan 
kemampuan melaksanakan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan 
kelembagaan, serta mengatasi berbagai kendala dan masalah. 
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g. Mobilisator dan alokator. Sebagai mobilisator dan alokator, petugas 
pendamping menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan, 
mempertanggung jawabkan seluruh sumber dan pengalokasiannya untuk 
kualitas pemberdayaan yang optimal. 
h. Advokat. Pendamping sebagai advokat bertugas membantu kelompok KUBE 
untuk memperjuangkan kepentingan, hak dan tanggung jawab sosialnya 
kepada pihak lain. 
i. Peneliti. Pendamping mempunyai kepentingan untuk melakukan penelitian 
sederhana, guna mengumpulkan dan menginterpretasikan data baru yang 
terkait, sehingga dapat memperkaya wawasan dan memberikan sumbangan 
bagi pengembangan model pemberdayaan KUBE di masa mendatang. 
j. Evaluator. Pendamping dapat memberikan penilaian, saran dan masukan 
kepada kelompok KUBE tentang pilihan mana yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Disamping itu, pendamping juga dapat memberikan 
penilaian terhadap keseluruhan program guna meningkatkan kualitas 
program pendampingan. 
 Proses pendampingan bagi  KUBE menjadi salah satu aspek yang 
berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan program ini untuk 
mencapai keefektifan dalam pelaksanaanya. Pendampingan dari pihak-pihak 
yang berkompeten merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari kelompok - 
kelompok KUBE yang terbentuk. Dengan adanya pendampingan, anggota- 
anggota kelompok dapat terbantu dalam mendapatkan akses informasi tentang 
program KUBE, prosedur pendaftaran, penjalanan usaha hingga membantu 
kelompok dalam hal memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi selama 
menjalankan usaha.  
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  Terkait masalah pendampingan yang dilakukan oleh dinas sosial kota 
Makassar pada penerima bantuan KUBE, penulis telah melakukan penulusuran 
di lapangan dan mendapatkan informasi berdasarkan wawancara. Hasil 
wawancara dengan kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa: 
 “Sebenarnya untuk pendampingan terhadap program KUBE itu tidak 
ada, tim pendamping yang kami miliki yang disebut TKSK itu adalah 
pendamping untuk semua program Dinas Sosial yang ada di setiap 
kecamatan di Kota Makassar dalam artian TKSK adalah perpanjangan 
tangan dari Dinas Sosial di setiap kecamatan.” 
Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh Kepala seksi pemberdayaan fakir 
miskin melalui wawancara yang penulis lakukan, yang menyatakan bahwa: 
“Kami tidak memiliki pendamping khusus KUBE, tapi pendamping semua 
program dinas sosial di setiap kecamatan. Dan jumlah 1 orang di setiap 
kecamatan. Jadi memang kita akan kesusahan mendampingi semua 
KUBE dengan sumber daya yang sedikit dan juga honor mereka sedikit. 
Hasil wawancara di atas didukung oleh pernyataan dari seorang anggota KUBE 
yang menyatakan bahwa : 
“setelah na kasi mi ki itu bantuan dari pemerintah memang pernahki 
didampingi tapi 1 kali saja pernah datang, itupun tanya-tanya sedikitji 
terkait usahaku. Jadi kita juga kadang pusingki mau pertahankan 
usahata karena tidak ada pengalaman berjualan baru sedikitji modal” 
Hal senada disampaikan oleh masayarakat penerima bantuan KUBE lainnya, 
yang menyatakan bahwa: 
“Ini usaha kelompokku saya tidak ada perubahan bahkan menurunki 
maumi bangkrut, karena bingungki mau putar modal tidak ada yang ajari 
terus. Baru kita kasian orang miskin, biar makan susah. Jadi biasa modal 
dipake untuk makan sehari-hari.” 
Adapun hasil wawancara penulis dengan salah seorang pendamping KUBE 
yang menyatakan bahwa : 
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“memang betul bahwa tugas pendamping itu mendampingi tapi tidak 
seperti yang ada dipikiran masyarakat kebanyakan. Karena kita ini bukan 
Cuma pendamping KUBE tapi semua programnya dinas sosial di 
kecamatan. Tugas pendamping itu juga cuma mengawasi dan 
memerikan sedikit arahan maupun bantuan jika diperlukan karena yang 
dituntut dalam program ini yaitu, bagaimana masyarakat bisa mandiri 
dalam berwirausaha. Cuman dari kami pendamping sendiri sudah 
semaksimal mungkin untuk memantau perkembangan usaha karena ada 
juga itu KUBE yang kalau tidak di awasi setengah-setengah menjalankan 
ini usahanya.” 
Hal ini lebih diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 
salah pendamping, yang menyatakan bahwa: 
“Terus terang kami pasti akan kewalahan mendampingi setiap KUBE 
yang ada di kecamatan ini (Ujung Tana), karena bukan cuma program 
KUBE yang kami damping tapi semua program dinas sosial yang ada di 
kecamatan ini. Belum lagi honor kami sebulan hanya Rp. 500.000, jadi 
tentu kami harus mencari pekerjaan lain sebagai penghasilan tambahan 
karena gaji kami sebagai pendamping tidak cukup untuk membiayai 
kehidupan sehari-hari. Karena itu tidak bisa saya focus untuk urus saja 
programnya dinas sosial apalagi damping semua KUBE” 
 
 Dari hasil wawancara dan penelusuran penulis mengenai pendampingan 
KUBE yang ada di Makassar dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan 
yang dilakukan untuk KUBE itu tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan 
atau boleh dikata pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan oleh 
beberapa faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia (pendamping) untuk 
mendampingi pelaksanaan program KUBE serta kurangnya anggaran untuk 
membentuk tim pendamping yang lebih banyak. Oleh karena itu efek yang 
dirasakan tentu sangat berdampak terhadap perkembangan KUBE yang 
terbentuk, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa keanggotaan KUBE ini 
adalah mereka yang tergolong fakir miskin dalam artian untuk makan saja masih 
sangat susah apalagi ketia diberikan bantuan modal sebesar 10 juta rupiah 
setiap kelompok yang bernaggotakan 10 orang fakir miskin untuk membuat 
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usaha tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan maka perkembangan 
usaha KUBE sangat jauh dari kata memungkinkan. Apalagi dalam hal ini, Dinas 
sosial Kota Makassar tidak menyediakan pendamping untuk setiap KUBE akan 
tetapi pendamping yang disediakan adalah pendamping disetiap kecamatan, 
itupun bukan hanya mendampingi program KUBE tapi semua program dinas 
sosial yang ada di setiap kecamatan. 
 Tentunya ketika kita bisa memahami lebih dalam, bahwa pendampingan 
terhadap sebuah program (usaha) adalah hal yang urgent dilakukan terlebih lagi 
ketika yang akan didampingi memang belum memiliki kemandirian dalam 
menjalankan usahanya. Peran pendamping itu sendiri berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan salah seorang pendamping dapat disimpulkan 
bahwa kecenderungan peran pendamping yaitu hanya pada tataran 
pengawasan serta pemberian arahan maupun bantuan ketika usaha yang 
dilakukan mendapatkan permasalahan 








1 Proses Sosialisasi  Tidak Sosialisasi yang dilakukan 
belum rutin dan tidak 
menyeluruh 
2 Kelompok Sasaran Ya  Masyarakat penerima bantuan 
sudah sesuai dengan pedoman 
yang ada 
3 Bantuan anggaran 
dari pemerintah 
Ya  Bantuan dana sudah sesuai 
yang dianggarkan dan tidak ada 
pemangkasan dari pelaksana 
4 Penyaluran modal 
usaha 
 Tidak Penyaluran bantuan tidak 




5 Kesesuaian bantuan 
dan jenis usaha 
 Tidak Jumlah bantuan tidak sesuai 





 Tidak Tidak ada penyuluhan 






 Tidak  Tidak ada pendampingan rutin 





















 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu secara umum pelaksanaan program 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar yang 
dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial sebagai 
pelaksana program bisa dikatakan kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dari 
beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Makassar selaku 
pelaksana dan penanggung jawab program KUBE-FM dalam mengawal 
pelaksanaan program ini. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya jumlah 
bantuan dana yang diperuntukkan untuk penerima bantuan program KUBE-FM, 
proses penyuluhan keterampilan berusaha kepada masyarakat penerima 
bantuan KUBE-FM yang dilakukan oleh pihak dinas sosial tidak 
berkesinambungan, proses pendampingan sebagai salah satu instrument 
penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima 
bantuan dinilai jauh dari kata efektif, hal ini disebabkan tidak adanya pendamping 
khusus dari setiap kecamatan untuk program KUBE ataupun pendamping untuk 
setiap KUBE-FM padahal penerima anggota adalah tergolong keluarga fakir 
miskin yang butuh banyak bimbingan dalam menjalankan usahanya. Kendala 
tersebut karena adanya keterbatasan dana / anggaran yang dialokasikan oleh 
Pemerintah Kota Makassar dalam membiayai seluruh proses internal organisasi 




VI.2  Saran 
 Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis mengenai 
pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di 
Kota Makassar, yaitu: 
1. Sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran yang lebih dari yang telah 
diperuntukkan bagi penerima bantuan KUBE-FM di Kota Makassar, 
karena bantuan yang diberikan merupakan modal awal dari setiap 
KUBE-FM untuk memulai usaha dan merintis usahanya hingga tumbuh, 
berkembang, dan maju. Selain itu jumlah anggota yang mencapai 10 
orang per kelompok jelas sangat dibutuhkan dana yang lebih, karena 
penerima adalah keluarga miskin maka yang menjadi kekhawatiran 
adalah kalau modal kecil maka perputaran juga kecil sementara ada 
banyak keluarga yang akan hidup melalui KUBE-FM tersebut. Olehnya 
itu dana untuk setiap KUBE-FM dapat lebih besar karena mereka hanya 
menerima bantuan sekali dan dana tersebut tidak bergulir. 
2. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas 
untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa 
penerima bantuan KUBE-FM membutuhkan penyuluhan keterampilan 
berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun 
usahanya 
3. Penting rasanya agar dibuat tim pendamping khusus untuk setiap KUBE-
FM yang terbentuk di tingkat kelurahan, karena proses pendampingan 
harus dilakukan secara intens sebelum KUBE-FM tersebut dapat 
dikategorikan dalam tahap berkembang. Karena setiap anggota KUBE-
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FM tersebut adalah fakir miskin yang lebih banyak berpikir apa yang di 
makan hari ini ketimbang berpikir jauh kedepan. 
4. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar jika 
ingin melanjutkan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya perlu 
serius dalam pengawalannya dalam artian segala hal yang dinilai tidak 
efektif perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan, penyuluhan 
keterampilan berusaha, serta jumlah bantuan dana yang lebih besar. 
Jikalau hal itu tidak dapat dipenuhi maka lebih program ini dihentikan 
saja daripada berjalanan setiap tahun tapi hanya menghabiskan 
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ANAK KE    :  3 DARI 3 BERSAUDARA 


























1. DAFTAR NAMA KUBE DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 
 
KELURAHAN PATTINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH 









Ketua : SURIANTI 
Sekretaris : MANSYUR 
Bendahara : HABIBI 
Anggota :  
 HASANUDDIN 
 Lelianti  
 Hasbiah ND 
 Inna 
 Dg. Tuo 
 Sarialang 
 Dg. Tallasa 
 




Ketua : Akbar Said 
Sekretaris : Lukman 









3 ABID Penjahitan Jl. Sabutung 
Timur Lr. 3 
No. 21 
Ketua : Asri 
Sekretaris : Marlinda 
Bendahara : marlina 
Anggota : 
 Abd. Rasyid 
 Hj. Sumiati 











Ketua : Fatmawatix 
Sekretaris : Nurlia X 














Ketua : Hamida 
Sekretaris : Halija 













Ketua : Ikhwan 
Sekretaris : M. Arfah 















Ketua : Haruna 
Sekretaris : Fatmawati 






 ST. Rabia 
 Safaruddin 
 Saiya 
8 NELAYAN Nelayan Jl. Barukang 
6 
Ketua : Hamsi 
Sekretaris : Arifin Malik 
Bendahara : Zainuddin 
Darwis 
Anggota : 
 Muh. Basri 
 Dg. Ngalle 
 Sahabuddin 
 Abd. Razak 
 Syahroni 
 A. Muh. Arif 
 Almadni Nukman 




Ketua : M. Amin Usman 
Sekretaris : Chairunnisa 













Ketua : Safri 
Sekretaris : Mardiah 
Bendahara : Arianti 
Kamaria 
Anggota : 
 Dg. Sunggu 
 Intan 





DAFTAR NAMA KUBE KELURAHAN GUSUNG KECAMATAN UJUNG TANAH 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 





Ketua : Arfah Hayat 
Sekretaris : Salmawati 















Ketua : Nurbaeti 
Sekretaris : Hayati 




3) Mardia  
4) Nurbania 
5) St. Hadrah 
6) Fatimah 
7) Ruaedah 
3 Paotere Pesisir Jual barang 
campuran 
Jl. Sabutung 
I no. 24 
Ketua : Muh. Ali Mustafa 
Sekretaris : Nuliati Arifin 
Bendahara :  
1) Barru 
2) Kurniati 






DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN PULAU KODINGARENG KECAMATAN UJUNG TANAH 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 BAHARI Abon Ikan Pulau 
Kodingareng 
Ketua : Mariani 
Serketaris : rahmawati 













Ketua : Murtini 
Sekretaris : Subaedah 






5. Abdullah te’ne 
6. Diana 
7. Suardi H. bau 




Ketua : Muh. Asli AR 
Sekretaris : Ira  
Bendahara : Irma 
Anggota : 
1. Sakria 





7. Sumaeni  




Ketua : Sutrisno 
Sekretaris : Hatijah 








7. Linda  
 
 
DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN TAMALABA KECAMATAN UJUNG TANAH  
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 





Ketua : Sukamaeati A 
Sekretaris : Jamilah 
Bendahara : Manirga H 
Anggota :  
1. Hadrawati 
2. Hajerah 









lr 175 no 12 
Ketua : Sabariah 
Sekretaris : Nurmi 
Bendahara : Kartika 
Anggota : 
1. Syamsul Kadri 












Ketua : Muh. Kasim 
Sekretaris : Amar 
Bendahara : Pajerin 
Anggota : 
1. Saodah 
2. Abd. KAdir 
3. Cahyono 
4. Muh. Muhtar 
5. Rajamuddin 
6. Rosmala 
7. Aldhi Setiadi 
 LARASATI Barang 
campuran 
Jl. Sabutung 
lr 184 no 20 
Ketua : Perniaty 
Sekretaris : Hasia 
Bendahara : Sri Rahayu 
Ningsih 
Anggota : 
1. Abd. Samad 




6. ST. Aisyah 
7. Bollo 




Ketua : Ukki Maddatuang 
Sekretaris : Niswar F 











DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG TANAH 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 KASIH IBU Jual barang 
campuran 
Jl. Pondok 
Kasih Ibu no 
10 rw 3 rt 3 
Ketua : Saidah Aras 
Sekretaris : Nafridha 
Bendahara : Syafaruddin 
Ismail 
Anggota : 
1. Haeril Pradana 
2. Dewi Hoesma 
3. Tina 
4. Suriani 
5. M. Ramli HS 
6. Kasmawati 
7. Nurdiana 
2 SAHABAT Jual barang 
campuran 
Jl. Kampung 
berua rt 2 
rw3 
Ketua : Haidiman 
Serketaris : Hamzah 
Bendahara : Dawiah 








3 WKSBM Jual barang 
campuran 
Jl. Sabutung 
baru IV rw 2 
rt 4 
Ketua : Ibnu Hadiar 
Assagaf 
Sekretaris : Junaeda 
Bendahara : Hj. Syarifah 
Hasmiah 
Anggota : 












Ketua : Nurtati 
Sekretaris : Sukmawati 











DAFTAR NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)  
KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 




Ketua : Syamsiah 
Sekretaris : Suriani 
Bendahara : Hj. Hasbiah 
Anggota : 
1. Dawanita 
2. Dg. Naba 
3. Dg. Sabaria 
4. Sauna 
5. Ramla 
6. Ita Purnasari 
7. Marwa 




II Rw 5 Rt3 
Ketua : Supeni 
Sekretaris : Hartati 














4 Rw4 rt2 
Ketua : Amal Sholeh 
Sekretaris : Baharia 











DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 Semangat Baru Penjahitan Jl. 
Kalimantan 
Lr. DDI 
Ketua : Ir. Miss Rahmah 
Sekretaris : Suciati 









2 Delta 145 Warkop Jl, 
Kalimantan 
Komp. PU 
Ketua : Anwar S 
Sekretaris : Kamaruddin 
Dg B 
Bendahara : Syamsuddin 
Anggota : 
1. Fitriani 
2. Jaya Aslim 
3. Marsani 










Ketua : Muh. Agus Hatta 
Sekretaris : Syane 
Bendahara : Rahamanlah 
Anggota : 
1. Puang Djumrah 
2. Dg. Dina 
3. Dg. Fase 









Ketua : Muliati 
Sekretaris : Rahmiati 
Bendahara : Nikma 
Anggota : 
1. Abd Azis 





7. Dg. Rupa 
 
 
DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 VETRAN Barang 
Campuran 
Jl. Butung 
No 19 Lr 
200 
Ketua : Arham 
Sekretaris : Rahmatia 
Bendahara : Yuni 
Anggota : 
1. Rahayu 





7. Ilham Junaedi 
2 SEIRAMA Usaha Cetak Jl. Butung lr 
200 
Ketua : Rahmatia 
Sekretaris : Islamia 







6. Ade Salomi 
7. Rawa Siah 




Ketua : Lahamuddin 
Sekretaris : Supiaty Asyad 
Bendahara : Rizki Amalia 
Anggota : 
1. Dhini Wahyuni 
2. St. Saodah 
3. Nurasyah 
4. Nurbaya 
5. Sitti Hasnah 
6. Darmawati 
7. Syarifah Salma 
4 CEMARA MAkanan 
JAdi 
Jl. Butung lr. 
200 
Ketua : hendro 
Sekretaris : Markama 









5 KRIS Menjual 
Barang 
campuran 
Jl. Butung Ketua : Herawati 
Sekretaris : Sri Muliyati 




3. Ulfa Damayanti 
4. Hasna 
5. St. hamida 
6. Hadijah 
7. Robiatul 
6 PURNAMA Makanan 
jadi 
Jl. Butung 
RT 1 RW 1 
Ketua :Edy Supratik 
Sekretaris : Nurjannah 






5. Agus Marimin 
6. Salam 
7. Nuriyati 
7 PAHLAWAN Makanan 
Jadi 
Jl. Butung Ketua : Imam Armiss 
Muslim 
Sekretaris : Wagino 
Bendahara : Edy Supratik 
Anggota : 
1. Harini 
2. Thio Soan Lie 
3. M. Arwansar 
4. Mardani 
5. Rahmatia 
6. Murni Rahayu 
7. Nurjannah 





Ketua : ST. Faridah 
Sekretaris : Hendra 




3. A. zaenal 
4. Nurlela 
5. Yuliana Tuti 
6. Verawati 
7. Toto 
 JHO CELL Jualan 
BArang 
campuran 
Jl. Butung Ketua : Heryanto 
Sekretaris : Yuli 
Bendahara : Merry 
Hasdiah 
Anggota : 
1. Warman Hardi 






10 SELALU Barang 
campuran 
Jl. Butung Ketua : Jamila 
Sekretaris : Sri Hariati 
Bendahara : Dg. Bulan 
Anggota : 









DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO 
 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 




Ketua : Murniati 
Sekretaris : Macho 
Bendahara : Hare 
Anggota : 
1. Iswahyudi 
2. St Aisyah CH 
3. Safit Fitriani 
4. Dg Tene 
5. Iskandar 
6. Jarmiati Indarti 
7. Dg. Rannu 





Ketua : Misya 
Sekretaris : Asni 




3. Yenny Legianto 
4. Raisa 
5. Asri Sanusi 
6. Isniani Herni Utami 
7. Sanuddin 





Sekretaris : Dewi 
Bendahara : Lisna 








4 PUJI ATI Kue JAdi Jl. 
Satangnga 
1 
Ketua : Mariani 
Sekretaris : Anita 













Ketua : Hariyati 
Sekretaris : Hawati 













Ketua : Rahmayani 
Sekretaris : Santi 
Bendahara : Samsiah 
Anggota : 
1. Norma Dg. Saga 
2. Wati Dg Minne 
3. M. Dg Ngajang 









Ketua : Mariati 
Sekretaris : Musdalifah 
tara 
Bendahara : Ayu Dwi 
Lestari 
Anggota : 







 MANDIRI Jual kue Jl Ketua : Suarwaty 
campuran Satangnga 
no 10 
Sekretaris : Ivana P 













Ketua : Mita 
Sekretaris : Arnia 







6. Dg Tino 
7. Ambo Tang 
 MELATI Barang 
campuran 
Jl Ponegoro 
rt c rw2 
Ketua : Haerani 
Sekretaris : Aminah 
Bendahara : Aerina 
Anggota : 
1. Jubaeni 
2. Dg. Ngi nga 
3. Dg. Ti’no 
4. Astuti 





DAFTAR NAMA KUBE  
KECAMATAN MAMAJANG 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 ARWANA Jual Kue Jl. Landak 
baru no 6 A 
Ketua : Nurhayati 
Sekretaris : Mursana Dg 
Cana 







5. Dg nabiya 
6. Dahlia 
7. Isnawati  
2 ANGIN MAMIRI Jual barang 
campuran 
Jl. Landak 
baru no 4 b 
Ketua : nurhayati haya 
Sekretaris : rosin 
Bendahara : sahrinah 
Anggota : 
1. Suriati dg tanning 
2. St rahma 
3. Rahmawati 
4. Dg sayu 
5. Isnawati 
6. Fatmawati 





Jl. Tupai lr 
19 no 1 
Ketua : Agustina 
Sekretaris : Syahrir 
Bendahara : Basse dg 
Bonto 
Anggota :  
1. Surya Abdullah 
2. Dg nay 




7. Sakinahh  
4 KARYA 
SEJAHTERA 
Jual kue Jl tupai lrg 
19 no 14 
Ketua : Dina Malua 
Sekretaris : Langga 
Bendahara : M. Rubaya 
Anggota : 
1. Dg Kebo 
2. Jumriani T 
3. Rabasiah 
4. Fatmawati 
5. Sitti Dg. Saga 




DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN LAKKANG KECAMATAN TALLO 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 WARUNG Makanan Jl Lakkang Ketua : RUslan 
WISATA 
TERAPUNG 
jadi Sekretaris : Suriati 
Sahanuddin 





4. Riska Novita sari 
5. Saharuddin 
6. Hasnawia 
7. Riswan tunru 
 
DAFTAR NAMA KUBE KELURAHAN LAJANGIRU 
KECAMATAN UJUNG PANDANG 









Ketua : Nurjannah 
Sekretaris : Enda sari 








7. Tien moein  
 
DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 merdeka Jual kue 
tradisional 
Jl gontang 
rw 2 rt 2 
Ketua : Saenab 
Sekretaris : Marlia 
Bendahara : Janawari 
Anggota :  
1. Yaseng dg Sanging 
2. Johari 
3. Rahmatia dg caya 
4. Hatijah dg paja 
5. Rahmatia dg kenna 
6. M dg so’na 
7. panda 
 
 DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 




Ketua : Nuraeni 
Sekretaris : Dg Ugi 
Bendahara : Nurharyana 
Anggota : 
1. Dahlia 
2. Dg Alusu 
3. Dg Sugi 
4. Nurhani 
5. Asrianti 
6. Hasnah dg tarring 
7. Mina  
 
DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN PABAENG-BAENG KECAMATAN TAMALATE 






Jual kue dan 
makanan 
siap saji 
Jl. Kumala 2 
no 64 a 
Ketua : Kumala sari 
Sekretaris : Rifah 
Bendahara : Dahlia 
Anggota : 
1. Rukiah 
2. Sairah dg taco 
3. Nurjiya 
4. Sitti aisyah 
5. Dg pa’ja 
6. Saidah dg kamma 
7. Mucyani 
2 JALAN KOTEK Membuat/ 
Jual kue dan 
makanan 
siap saji 
Jl. Kumala 2 
Lr 3 no 15 
Ketua : Abd Habib pole 
Sekretaris : Syamsiah 
Bendahara : Jufri 
Sainuddin 
Anggota : 
1. Dg. Nimang 
2. Mildayanti 




7. Dg Lumu 
3 CUCUR BAYAO Membuat/ 
jual kue dan 
makanan 
siap saji 
Jl. A. tonro 
3 no 3 
Ketua : Saturi 
Sekretaris : Rahmiati 
Bendahara : Fatmawati 
Anggota : 
1. Rosmiana arifin 
2. Hasnah 
3. Maintang dg 
rombia 
4. Sumiati 
5. Emmy mariati 
6. Kane 
7. Farida 





Ketua : erni 
Sekretaris : nurcahyani 
Bendahara : muhaji 
Anggota : 
1. Suharni 
2. Kamisa dg baji 
3. Hasnia 
4. M. dg tarang 
5. Hatidja dg nai 
6. Dg bollo 
7. Subaedah 
 NURANI Jual bahan 
campuran 
Jl. A. tonro 
4 lr 3/8 
Ketua : Sumarni 
Sekretaris : Farida Herman 
P 
Bendahara : Basri 
Anggota :  
1. Sarinur  
2. Sarwina 
3. Dg Satting 
4. Patahuddin dg 
ngeppe 
5. St suhaimi 
6. Puji 
7. Abd majid 





Ketua : Dahniar 
Sekretaris : Marlina 
Bendahara : Syamsiah dg 
ngai 
Anggota : 













Ketua : Hajrah 
Sekretaris : hatika 
SAMPAH 75/21 Bendahara : Maharani 
Anggota : 
1. St. rostiah 
2. Salwati 







DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 MAMARITA Jasa cuci 
motor dan 
pres 
Jl. Dangko Ketua : M. Takdir Jaya 
Sekretaris : Syamsul 
Kamal 
Bendahara : Nurmiati 
Anggota : 




5. Capung/ Amar 




DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 





Ketua : Muhaseng 
Sekretaris : S. Dg. 
Sewang 
Bendahara : Amir 
Anggota :  
1. Akbar 
2. Dg. Nompo 
3. Sulaeman dg 
ngerang 
4. Aminuddin 
5. Mustafa jamal 




DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYYA 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 RAHMAT Pembuatan 
Jok Sofa, 




rw 3 rt 2 
sudiang 
Ketua : Muh. Idris 
Serketaris : Djianuddin 
Bendahara : Sittiara 
Anggota : 
1. M. Nasir 
2. Sajaruddin 
3. Faisal 
4. Syamsuddin P 
5. Abdullah 
6. Syamsuddin 
7. Muh. Akil 







rw 3 rt 1 
sudiang 
Ketua : Refli Elinda 
Sekretaris : Jumiati Bahtiar 







6. Nurbaya sompo 
7. Naharia  
 
DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANAYYA 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 






Ketua : Hadawiah 
Sekretaris : Hartati 
Bendahara : Baderia 
Anggota : 




5. Sri Dewi Ulfa 
6. Wahidah 
7. Marwah 








Ketua : Sudarmi meta 
Sekretaris : Sunarti 
Bendahara : Nurung 
Anggota : 
1. Yerma P 
2. Riska Amalia S 
3. Metariyani M 
4. Nurlina M.T 
5. Manenno Yasin 
6. Erni Amin 
7. Siri Fatimah 
 
DAFTAR NAMA KUBE  
KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO 
NO NAMA KUBE JENIS 
USAHA 
ALAMAT PENGURUS 
1 MATAHARI Jual 
makanan 
jadi 
Jl. Nuri baru 
lr. 101 kel 
bontorannu 
Ketua : Rahmawati 
Sekretaris : Sariana 
Bendahara : Maryanti 
Anggota  : 















Ketua : Dewi Amalia 
Sekretaris : Ana Sugianti 
Bendahara : Sophia 
Anggota : 
1. St. MAryam 
2. Dian Putri rahayu 
3. Junaedah 
4. St. Maryam dg k 
5. A. Emisurmiati R 
6. Yuliana 




 DAFTAR NAMA KUBE 
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG 





Penjahitan Jl. Pampang 
Raya 
Ketua : Aisyah Nasir 
Sekretaris : Risnawati 


























2.  Daftar pendamping Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dinas 
Sosial Kota Makassar 
NO NAMA TKSK KECAMATAN Alamat 
1 Harmawaty Rusli Makassar Jl. Tinumbu III Lr. 142/20 
2 Suryati Tallo Jl. A. Tadde No. 1 Makassar 
3 Hamsi Abd. Azis, S.Sos Ujung Tanah Jl. Barukang II/ 44 
4 Ir. Abd. Gani Bontoala Jl. S. Cerekang 95/15 Makassar 
5 Ismail Manggala Jl. Tamangapa III Makassar 
6 Aspar, SH Wajo Jl. Da’wah no 55 Makassar 
7 Ratna, SE Panakkukang Jl. Pampang 4 RT 04/RW 02 
8 Ir. Andi Syamsari Biringkanaya Komp. PAI 3 Jl. Pelita IV SDG 
9 Sartini Tamalate Jl. Deppasawi no 31 RW 03 
10 Murni Rahman Rappocini Jl. Kr. Bontotangnga 1 RT 3 RW 
7 
11 Andi Azizah Rustam Mamajang Jl. Boulevard perumahan Lily D. 
25 
12 Risqah Saleh Ujung 
Pandang 
Jl. Gunung Merapi No. 63 B 
13 Rahman Mariso  Jl. Nuri Lr. 303/ 25 



















4. Foto wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
